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BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 13 TAHUN2017

TENTANG

TAHUN2017

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI KABUPATEN MAJALENGKA

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIMAJALENGKA,

Menimbang

Mengingat

a. babwa dalam rangka meningkatkan kineIja,
transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan
Rumab Sakit Umum Daerab di Kabupaten Majalengka
sebagai Badan Layanan Umum Daerab dalam
mewujudkan peningkatan pelayanan kepada
masyarakat, perlu pengaturan tentang pengelolaan
keuangan Badan Layanan Umum Daerab Rumab Sakit
Umum Daerab di Kabupaten Majalengka;

b. babwa Peraturan Bupati Majalengka Nomor 25 Tabun
2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerab Kabupaten Majalengka, perlu
disesuaikan dengan perkembangan aturan Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerab; ..=-

c. babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerab
Rumab Sakit Umum Daerab di Kabupaten Majalengka.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tabun 1950 tentang
Pembentukan Daerab..Daerab Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tabun 1950) sebagaimana telab
diubab dengan Undang-Undang Nomor 4 Tabun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubab Undang-Undang
Nomor 14 Tabun 1950 tentang Pembentukan Daerab-
Daerab Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor2851);

2. Undang-Undang ..... 2
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan PengeIoIaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perlmbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 12);

8. Undang-Undang Nomor44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5072);

9. Undang-undang Nomor5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5494);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor244,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5601);

12. Peraturan Pemerintah ..... 3
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan KineIja Instansi Pemerlntah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4616); .

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerlntah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5340);

15. Peraturan Pemerlntah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan BarangjJasa Pemerlntah, sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor4 Tahun
2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan
BarangjJasa Pemerlntah;

17. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalarn Negeri Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor310);

18. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis PengeIoIaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66jPMK.02j2006
tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan,
dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan
Umum;

20. Keputusan Menteri ..... 4
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20. Keputusan Menteri Kesehatan Republik. Indonesia
Nomor 703/MENKES/SK/IX/2006 tentang Petunjuk
PeIaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pada Instansi
Pemerintah Po1aPenge101aanKeuangan Badan Layanan
Umum di Lingkungan Departemen Kesehatan;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten MajalengkaTahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI KABUPATEN
MAJALENGKA.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal!

Dalam Peraturan Bupati ini, fang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintahan Daerah adalah penye1enggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi se1uas-1uasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik. Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik.
Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penye1enggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pe1aksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Majalengka.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRDadalah

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka sebagai unsur
penye1enggaraPemerintah Daerah.

6. Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah yang se1anjutnya disingkat
APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penye1enggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban daerah tersebut.

8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pe1aksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

9. Pemegang Kekuasaan Penge101aanKeuangan Daerah adalah Bupati yang
karena jabatannya mempunyai kewenangan menye1enggarakan
keseluruhan penge101aankeuangan daerah.

ro. Pejabat ..... 5
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10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah kepala satuan keIja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya
disebut dengan kepala SKPKDyang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaanAPBDdan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

11. TimAnggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPDadalab
Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh
Sekretarls Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta
melaksanakan kebijakan Kepala Daerab dalam rangka penyusunan APBD
yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan
pejabat lainnya sesuai kebutuhan.

12. Badan Layanan Vmum Daerah Rumah Sakit Vmum Daerah yang
selanjutnya disingkat BLVDRSVDadalah Rumah Sakit Vmum Daerah di
Kabupaten Majalengka yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan VmumDaerab.

13. Pola Pengelolaan Keuangan BLVDyang selanjutnyadisingkat PPK-BLVD
adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa
keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan
kesljahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai
pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada
umumnya.

14. Pejabat pengelo1aBLVDadalah pimpinan BLVDyang bertanggung jawab
terhadap kineIja operasional BLVDyang terdiri atas pemimpin, pljabat
keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan
nomenk1atur yang berlaku pada BLVDyang bersangkutan.

15. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan
BLVD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran
bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.

16. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi
ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang
tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLVD.

17. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang bersumber dari
penerimaan pinjaman jangka pendek, penerimaan pinjaman jangka
panjang dan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak
ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana
cadangan.

18. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran untuk pembayaran
pokok pinjaman, pengeluaran investasi jangka panjang, pemberian
pinjaman dan pembentukan dana cadangan.

19. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar
untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional
BLVD.

20. Piutang adalah jumlah uang yang akan diterima BLUDdan/atau sebagai
akibat peIjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan atau akibat lainnya yang sah.

2!. Utang adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu berdasarkan
peraturan perundang-undangan, peIjanjian atau berdasarkan sebab
lainnya yang sah dan penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar
sumber daya ekonomiBLVD.

22. investasi ..... 6
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22. investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis
yang dapat meningkatkan kemampuan keuangan BLUD dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat.

23. Basis akrual adaIah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi
dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu teIjadi, tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

24. Rekening Kas adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang
dibuka oleh Pimpinan BLUDpada bank umum untuk menampung seluruh
penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.

25. Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RBA adalah
dokumen perencanaan bisnis dan anggaran Tahunan yang berisi program,
kegiatan, target kineIja dan anggaran BLUD.

26. Dokumen Pe1aksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPAadalah
dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang
digunakan sebagai dasar penarikan dana dari APBD dan pengesahan
pendapatan dan biaya, pembiayaan BLUD.

27. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat
DPPAadaiah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan
pembiayaan yang digunakan sebagai dasar penarikan dana dari
Perubahan APBDdan pengesahan perubahan pendapatan dan biaya serta
pembiayaan BLUD.

28. Rencana KeIja dan Anggaran SKPDyang selanjutnya disingkat RKA-SKPD
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan SKPDserta rencana
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

29. Rencana Strategis Bisnis yangselanjutnya disingkat RSB adalah dokumen
lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran
pencapaian kine:rja, dan arah kebijakan operasional BLUDyang disusun
berdasarkan dan tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka
MenengahDaerah (RPJMD).

30. Standar Pelayanan Minimal adaIah ketentuan tentang jenis dan mutu
pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak
diperoleh setiap warga negara secara minimal.

31. Praktek Bi,.nis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi
berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka
pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambunga.

32. Nilai omset adaIah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima
BLUDyang berasal dari Barangj Jasa yang diberikan kepada masyarakat,
hasil ke:rjasama dengan pihak lain atau hasil usaha lainnya.

33. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUDpada
akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset
Pemerintah Daerah yang tidak terpisahkan.

34. Tarif Layanan adalah imbalan atas BarangjJasa yang diberikan oleh BLUD
termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana yang terdiri dari Jasa
layanan, Jasa Sarana dan Bahan Habis Pakai, yang bertujuan untuk
menutup seluruh atau sebagian biaya per unit layanan.

35. Besaran ..... 7



7

35. Besaran persentase ambang batas adalah besaran persentase perubahan
anggaran yang bersumber dari pendapatan operasional yang
diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi
kegiatan operasional BLUD.

36. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah Unit
Organisasi Pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan
barangfjasa di BLUDyang bersifat permanen dapat berdiri sendiri atau
melekat pada unit yang sudah ada.

37. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki sertifIkat Keahlian
Pengadaan Barang/ Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa.

38. Panitia Pengadaan Barang/Jasa adalah Panitia yang dibentuk oleh
pimpinan BLUDyang memahami mekanisme pengadaan Barang/ Jasa dan
sudah memiliki persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal2

Ruang lingkup pengelolaan keuangan BLUDRSUDmeliputi :

a. Hak BLUD RSUD untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan yang
memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek
bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa;

b. Fleksibilitas yang dimiliki oleh BLUDRSUD dalam pengelolaan keuangan
dan pengadaan barang/jasa merupakan azas Lex Specialis Derogat Legi
Generalis dari berbagai the prinsiple of law sebagaimana diatur dalam azas-
azas hukum atau sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan
keuangan daerah pada umumnya;

c. Pendapatan BLUDRSUDadalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan
tagihan BLUDRSUDyang menambah Ekuitas dana lancar dalam periode
anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali;

d. Biaya BLUDRSUDadalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas
dana lancar untuk memperoleh barang dan/ atau jasa untuk keperluan
operasional BLUDRSUD.

Pasa13

Pedoman pengelolaan keuangan BLUDRSUDmeliputi :
a. Azas-azas umum pengelolaan keuangan BLUDRSUD;
b. Penganggaran BLUDRSUD;
c. Penatausahaan keuangan BLUDRSUD;
d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BLUDRSUD;
e. Pengelolaan kas;
f. Piutang BLUDRSUD;
g. Utang BLVDRSUD;
h. Investasi BLVDRSUD;

i. Kerjasama ..... 8
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i. Kerjasama BLUDRSUD;
j. Pengadaan Barang/Jasa BLUDRSUD;
k. Pengelolaan barang BLUDRSUD;
L Tarif layanan BLUDRSUD;
m. Pembinaan dan pengawasan terhadap BLUDRSUD;dan
n. Evaluasi dan penilaian kinerja BLUDRSUD.

BAB III
AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD RSUD

Pasa1 4

(1) BLUDRSUDberoperasi sebagai perangkat kerja Pemerintah Daerah untuk
tujuan pemberian layanan umum secara lebih efektif dan efisien sejalan
dengan praktek bisnis yang sehat, yang pengelolaannya dilakukan
berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati.

(2) BLUDRSUDmerupakan bagian dari perangkat Pemerintah Daerah yang
dibentuk untuk membantu pencapaian tujuan Pemerintah Daerah,
dengan status hukum tidak terpisah dari Pemerintah Daerah.

(3) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan
pelayanan umum yang dide1egasikankepada BLUDRSUDterutama pada
aspek manfaat yang dihasilkan.

(4) Pejabat pengelola BLUD RSUD bertanggung jawab atas pelaksanaan
kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan oleh Bupati.

(5) Dalam pelaksanaan kegiatan, BLUD RSUD harns mengutamakan
.efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan umum kepada
masyarakat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.

(6) Rencana Kerja dan Anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLUD
RSUDdisusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja
Pemerintah Daerah.

(7) Dalam menye1enggarakan dan meningkatkan layanan kepada
masyarakat, BLUD RSUD diberikan fleksibilltas dalam pengelolaan
keuangannya.

BABIV
PENGANGGARAN RSUD BLUD

Bagian Kesatu
Tata Cara Penyusunan Anggaran dalam RBA dan RKA

Pasa15

(1) BLUDRSUDmenyusun REAyang berpedoman kepada RSB BLUDRSUO
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

(2) Penyusunan REA sebagaimana dimaksud pada ayat (lj, disusun
berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja yang meliputi :
a. perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan;
b.kebutuhan pendanaan ;dan
c. kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari jasa
layanan, hibah, kerjasama, APBD, APBN, dan lain-lain pendapatan
BLUDRSUDyang sah.

Pasa16 ..... 9
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Pasa16

(1) REAsebagaimana dimaksud dalam Pasal5 ayat (1)memuat:
a. kinetja tahun betjalan;
b. asumsi makro dan mikro;
c. sasaran, target, dan kegiatan;
d. perkiraan pendapatan berdasarkan pelayanan dan pendukung
pelayanan;

e. perkiraan biaya berdasarkan pelayanan dan pendukung pelayanan;
f. anggaran pendapatan dan biayajpengeluaran;
g. besaran persentase ambang batas;
h. prognosa dan proyeksi laporan keuangan;
i. perkiraan maju ifonvardestimate);
j. rencana pengeluaran investasijmodal;dan
k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk integrasijkonsolidasi dengan
Rancangan APBDjRKA-SKPD.

(21 Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi :
a. hasil kegiatan usaha;
b. faktor yang mempengaruhi kinetja;
c. perbandingan REAtahun betjalan dengan realisasi;
d. 1aporan keuangan tahun betjalan;dan
e. hal-hal lain yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian
kinetja tahun berjalan.

(3) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
antara lain:
a. tingkat inflasi;
b. pertumbuhan ekonomi;
c. nilai kurs;
d. tarif; dan
e. volume pelayanan.

(4) Sasaran, target dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c
meliputi :
a. Sasaran pencapaian kinetja pelayanan, basis kinerja dan perhitungan
akuntansi biaya menurutjenis layanannya;

b. Perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan;dan
c. Seluruh program, kegiatan dan anggaran pendapatan dan belanja.

(5) Perkiraan pendapatan berdasarkan pelayanan dan pendukung pelayanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan estimasi
penerimaan sesuai pelayanan dan pendukung pelayanan yang diberikan
dalam satu tahun anggaran.

(6) Perkiraan biaya berdasarkan pelayanan dan pendukung pelayanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan perkiraan biaya
yang dikeluarkan guna memberikan pelayanan dan pendukung pelayanan
setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang
atau jasa yang akan dihasilkan.

(7) Anggaran pendapatan dan biayajpengeluaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f, merupakan rencana anggaran pendapatan dan
pengeluaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam
satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya :
a. Rencana anggaran pendapatan terdiri atas :

1. Pendapatan ..... 10



10

1. Pendapatan yang akan diperoleh dari jasa layanan yang diberikan
kepada masyarakat;

2. Hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari
masyarakat atau badan lain;

3. hasil ketja sarna BLVDRSVDdengan pihak lain;
4. penerimaan anggaran yang bersumber dari APBD;
5. penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN;dan
6. lain-lain pendapatan BLVDRSVDyang sah, yang terdiri dari :
a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
b. hasil pemanfaatan kekayaan;
c. jasa giro;
d. pendapatan bunga;
e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
f. komisi;
g. potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat penjualan dan/atau

pengadaan barang dan Iatau jasa oleh BLVDRSVD;dan
h. hasil investasi.

b. Rencana biaya/pengeluaran meliputi :
1.Belanja Pegawai;
2. Belanja Barang yang terbagi menjadi :
a) Belanja Barang merupakan belanja barang yang bersumber dari

APBDI APBNdan;
b) Belanja Barang BLVD RSVD, merupakan belanja barang yang

bersumber dari Pendapatan BLVDRSVD diluar APBDIAPBNdan
hibah yang terdiri dari, Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja
Pemeliharaan, Belanja Perjalanan, pengembangan Sumber Daya
Manusia dan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLVDRSVD
Lainnya.

3. Belanja Modalyang terdiri atas :
a) Belanja Modal, merupakan belanja modal yang bersumber dari

APBD/APBN yang terdiri dari Belanja ModalTanah, Belanja Modal
Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
dan Belanja Modal Fisik Lainnya; dan

b) Belanja Modal BLVD RSVD, merupakan belanja modal yang
bersumber pada pendapatan BLVDRSVDdiluar APBD/APBN dan
hibah yang terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal
Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan
dan Belanja Modal Fisik Lainnya.

(8) Besaran persentase arnbang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (I)
huruf g merupakan besaran persentase perubahan anggaran yang
bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan
ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional
BLVDRSVD.

(9) Prognosa dan Proyeksi Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)huruf h merupakan perkiraan realisasi'keuangan tahun berjalan
seperti tercermin pada laporan opersional, neraca, dan laporan arus kas.

(10) Perkiraan Maju (forwar destimates) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf i merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran
berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan
kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi
<!asarpenyusunan anggaran tahun berikutnya.

(11)Rencana ..... 11
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(11) Rencana pengeluaran investasijmodal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf j merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh
asset tetap.

(12) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk integrasijkonsolidasi dengan
Rancangan APBDjRKA-SKPDsebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf k merupakan ringkasan pendapatan dan biaya yang disesuaikan
dengan format RKA-SKPDjAPBD.

Pasal7

(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun dan ditetapkan
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan APBD.

(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan sebagai
Rencana Ketja dan Anggaran.

(3) Dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai
makna bahwa BLUDRSUDmenyusun RBA,tidak menyusun Rencana
KetjaAnggaran.

(4) Dalam hal RBAyang akan dijadikan bahan penyusunan Rancangan
APBD,maka belanja danjatau biaya yang pendanaanya bersumber dari
APBD danjatau APBNdalam penyusunan RBA sampai pada rincian
objek.

(5) Dalam hal RBAyang akan dijadikan bahan penyusunan Rancangan
APBD,maka be1anjadanjatau biaya yang pendanaanya bersumber dari
operasional BLUDRSUD,dalam penyusunan RBAcukup sampai pada
kodejenis belanja pegawai, barangjjasa dan modal.

PasalS

Muatan dan sistematika RBAserta format RBAtercantum dalam Lampiran lA
dan Lampiran 18 Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengajuan dan Penetapan

Rencana Sianis Anggaran

Paaa! 9

(1) RBAsebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), disampaikan kepada
PPKD.

(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh PPKD disampaikan
kepada TAPDuntuk dilakukan penelitian.

PasallO

RBAyang te1ahdilakukan penelitian oleh TAPDsebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (2) disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam
Rancangan APBD.

Pasal 11 ..... 12
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Pasalll

Setelah Rancangan APBDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan
menjadi Peraturan Daerah, pemimpin BLUDRSUDmelakukan penyesuaian
terhadap RBAuntuk ditetapkan menjadi RBAdefmitif.

Bagian Ketiga
Penyusunan dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Badan Layanan Umum Daerah

Pasa112

(1) RBADefmitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dipakai sebagai
dasar Pemimpin BLUDRSUD untuk menyusun rancangan DPA-BLUD
RSUD.

(2) Rancangan DPA-BLUDRSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mencakup antara lain :
a. Pendapatan dan biayajpengeluaran;
b. proyeksi arus kas;
c. jumlah dan kualitas barang danj atau jasa yang akan dihasilkan.

(3) Rancangan DPA-BLUDRSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan kepada PPKDuntuk disahkan.

(4) PPKD mengesahkan rancangan DPA-BLUDRSUD menjadi DPA-BLUD
RSUDyang dipergunakan sebagai dasar pelaksana ananggaran.

Pasal13

Format DPA-BLUDRSUD tercantum dalam Lampiran II Peraturan
Bupati ini.

Bagian Keempat
Integrasi/KonsoUdasi RBA dengan
Rancangan APBD/RKA-SKPD

Pasal14

Untuk keperluan integrasijkonsolidasi, seluruh sumber dana alokasi biaya
dikonversikan sesuai kelompok dan jenis belanja dalam APBD, dengan
menggunakan basis kas.

Pasal15

Format tata cara integrasijkonsolidasi RBAdengan Rancangan APBDjRKA-
SKPDtercantum dalam Lampiran IIIPeraturan Bupati ini.

BAB V
PENATAUSAHAANKEUANGANBLVDRSUD

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

Paragraf 1 ..... 13
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Paragraf 1
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Bersumber dari

Jasa Layanan, Hibah, Kerjasama, dan Lain-lain PendapatanBLUD
RSUD yang Sah

Pasal16

(1) Pemimpin BLUDRSUDmengusulkan Bendahara Kas BLUDRSUDkepada
Bupati guna melaksanakan fungsi Perbendaharaan untuk pendapatan
Pengelo1aBLVDRSUD.

(2) Pemimpin BLVD RSVD mengusulkan Bendahara Penerimaan kepada
Bupati guna melaksanakan fungsi keuangan pendapatan BLVDRSUD.

(3) Seluruh pendapatan BLUDRSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dilaksanakan melalui rekening kas BLVDRSVD.

(4) Pemimpin BLUD RSUD paling lama pada setiap triwulan, melaporkan
pendapatan kepada PPKD untuk mendapat pengesahan, dengan
melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPfJ) untuk pendapatan
BLUDRSUD.

Pasal17

(1) Format pengesahan laporan pendapatan BLUD RSUD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal16 ayat (4) tercantum dalam Lampiran IVPeraturan
Bupati ini.

(2) Format SPfJ untuk pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal16 ayat (4)tercantum dalam lampiran IVPeraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Bersumber dari APBD/APBN

Pasal18

Pendapatan BLUD RSUD yang bersumber dari APBD/APBN, dilaksanakan
sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Anggaran Biaya/Pengeluaran

Paragrafl
Pelaksanaan Anggaran Biaya/Pengeluaran yang Bersumber dari Jasa
Layanan, Hibah, Kerjasama, dan Lain-lain Pendapatan BLUD RSUD

yangSah

Pasal19

(1) Pemimpin BLUD RSUD mengusulkan Bendahara Pengeluaran kepada
Bupati guna melaksanakan fungsi Perbendaharaan untuk biaya BLVD
RSUD.

(2) Seluruh biaya/pengeluaran, pe1aksanaannya dilakukan me1alui rekening
kas BLVDRSUD.

(3)Pelaksanaan ..... 14



14

sesuai dengan alokasi
dan kegiatan yang telah

(3) Pelaksanaan anggaran dilaksanakan
biaya/pengeluaran menurut program
ditentukan.

(4) Pemimpin BLUD RSUD membuat rincian lebih lanjut
untuk keperluan pengendalian dana Akuntabilitas.

dari anggaran

Pasal20

(I) Pemimpin BLUD RSUD dapat mengubah atau memindahkan alokasi
biaya dalam rincian anggaran sesuai dengan perubahan kebutuhan
layanan pada batas-batasjenis anggaran dalam DPA-BLUDRSUD.

(2) Perubahan atau pemindahan alokasi biaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), untuk selanjutnya dilaporkan kepada PPKD.

Paragraf2
Pelaksanaan Anggaran Blaya yang Benumber dari

APBD/APBN

Pasal21

(1) Pelaksanaan anggaran biaya BLUD RSUD menggunakan format DPA-
BLUDRSUD.

(2) Mekanisme pencairan biaya BLUDRSUD sebagaimanadimaksud pada
ayat (1),dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD RSUD

Bagian Kesatu
Laporan Keuangan

Pasal22

Laporan realisasi pendapatan dan belanja BLUDRSUD disampaikan paling
Iambat pada setiap triwulan oleh PemimpinBLUDRSUDkepada PPKDdengan
mengajukan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja Daerah
(SP3B), dengan dilampiri Surat Tanda Setoran (STS) dan Surat Pemyataan
Tanggung Jawab (SPTJ)untuk mendapatkan Surat Pengesahan Pendapatan
dan Belanja (SP2B).

Pasal23

Format Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja Daerah
(SP3B), dan Format Surat Pemyataan Tanggung Jawab (SPTJ) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 tercantum dalam Lampiran IVPeraturan Bupati
ini.

Pasal24

(I) Laporan keuangan BLUDRSUDdisusun berdasarkan Standar Akuntansi
Keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan
Indonesia.

(2)Laporan ..... 15
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(2) Laporan keuangan BLUDRSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (I),
terdiri atas :
a. neraca;
b. laporan operasional;
c. laporan arus kas; dan
d. catatan atas laporan keuangan.

(3) Standar Akuntansi Keuangan (SAK)sebagaimana dimaksud pada ayat (I),
diatur lebih Ianjut oleh Pimpinan BLUDRSUD.

Pasa125

(I) Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a,
menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas
pada tanggal tertentu.

(2) Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2)
huruf b, berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya, surplus atau
defisit BLUDRSUDselama satu periode.

(3) Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf
c, menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional,
investasi, dan aktivitas pendanaan danfatau pembiayaan yang
menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir
kas selama periode tertentu.

(4) Catatan atas laporan keuangan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 24
ayat (2) huruf d, berisi penjelasan naratif atau rindan dari angka yang
tertera dalam laporan keuangan.

Pasa126

(I) BLUD RSUD menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan
laporan arus kas pada setiap triwulan kepada PPKD.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) disampaikan paling lama
15 (limabe1as)hari sete1ahperiode pe1aporanberakhir.

(3) BLUD RSUD wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan
sesuai SAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), disertai
Laporan KineIja pada setiap semesteran dan tahunan kepada PPKD.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)disampaikan paling lama 2
(dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Pasa127

Laporan KineIja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), berisikan
informasi pencapaian hasilfkeluaran BLUDRSUD.

Pasa128

Format penyusunan Neraca, penyusunan laporan operasional, penyusunan
laporan arus kas dan penjelasan catatan atas laporan keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), tercantum dalam Lampiran V Peraturan
Bupati ini.

Baglan ..... 16
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Bagian Kedua
Laporan Keuangan untuk Keperluan Integrasi/Konsolidasi

Pasa129

Untuk keperluan Iaporan konsolidasian, BLUD RSUD menyusun Iaporan
keuangan yang terdiri dari :
a. Neraca;
b. Laporan reallsasi anggaran; dan
c. Catatan atas Iaporan keuangan.

Pasa130

(1) Laporan konsolidasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, BLUD
RSUDmelakukan mapping akun-akun dan kode-kode akun berdasarkan
SAP.

(2) Pelaksanaan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan mengindentiftkasi akun-akun dan kode-kode akun
dari basis SAKmenjadi basis SAP.

(3) HasH penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan
dalam kertas keIja untuk selanjutnya digunakan untuk menyusun neraca
dan Iaporan reallsasi anggaran.

(4) Kertas keIja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilampirkan dalam
Iaporan keuangan yang disampaikan kepada PPKD.

Pasa131

Format Kertas keIja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3),
tercantum dalam Lampiran V1Peraturan Bupati ini.

Pasa132

Waktu penyampaian Iaporan keuangan kepada PPKDsebagaimana dimaksud
dalam Pasal29, sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasa133

Muatan dalam catatan atas Iaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 huruf c, disertai lampiran penjelasan hal-hal yang relevan.

Pasal34

(1) Format Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dan
Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
huruf c, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Format Laporan Reallsasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
29 hurufb, tercantum dalam Lampiran VPeraturan Bupati ini.

Pasa135

Pedoman pelaporan keuangan dan laporan kineIja BLUDRSUDmengacu pada
peraturan perundangan yang berlaku.

BAS VII ..... '17
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BAB VII
PENGELOLAAN KAS BLUD RSUD

Pasal36

(1) Transaksi penerimaan dan penge1uaran kas yang dananya bersumber
dari Jasa Layanan,' Hibah, KeIjasama dan Lain-lain Pendapatan BLUD
RSUDyang sah dilaksanakan me1aluirekeningkas BLUDRSUD.

(2) Penarikan dana yang bersumber dari APBN/APBD dilakukan dengan
menerbitkan Surat Perintah Membayar sesuai dengan ketentuan yang
ber1aku.

Pasa137

(1) Dalam rangka penge10laan kas, BLUDRSUDmenye1enggarakan :
a. Perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
b. Pemungutan pendapatan atau tagihan;
c. Penyimpanan kas dan pengelolaan rekening bank;
d. Pembayaran;
e. Perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
f. Pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk mempero1eh

pendapatan tambahan.
(2) Pengelo1aan kas BLUDRSUD dilaksanakan berdasarkan praktek bisnis

yangsehat.

(3) Penerimaan BLUDRSUD disetorkan se1uruhnya setiap hari ke rekening
kas BLUDRSUDdan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUDRSUD.

(4) Rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c, dibuka oleh
.Pemimpin BLUDRSUDpada bank umum milik pemerintah.

(5) BLUD RSUD dapat memanfaatkan surplus kas jangka pendek
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dalam bentuk investasi
jangka pendek pada instrumen keuangan dengan resiko rendah seperti
deposito umum.

BABVIII
PENGELOLAAN PIUTANG BLUD RSUD

Bagian Kesatu
AsasUmum

Pasal38

(1) Piutang BLUDRSUDadalah piutang daerah.

(2) BLUDRSUDdapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan
barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak
langsung dengan kegiatan BLUDRSUD.

(2) Piutang BLUD RSUD dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien,
ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta dapat memberikan
nilai tambah, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat dan berdasarkan
ketentuan peraturan penmdang-undangan yang berlaku.

(3)Piutang ..... 18
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(3) Piutang yang berhubungan langsung dengan kegiatan BLVD RSVD
sebagairnana dimaksud pada ayat (2)adalah piutang yang timbul karena
penyerahan barang/jasa dalam rangka kegiatan utama BLVDRSVD.

(4) Piutang yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan BLVDRSVD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adBlah piutang yang timbul di luar
kegiatan utama BLVDRSVD.

Bagian Kedua
Pengelolaan Piutang

Pasal39

(1) Pemimpin BLVDRSVDhams mempertimbangkan keuangan BLVDRSVD
dan kemampuan penanggung piutang dalam memberlkan piutang kepada
masyarakat atau pihak ketiga.

(2) Pemberian piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan
jika memberikan nilai tambah pada BLVDRSVD.

(3) BLVD RSVD tidak diperkenankan memberikan piutang kepada
penanggung utang yang nyata-nyata tidak mampu melunasi kecuali
karena alasan sosial kemanusiaan dan/atau peraturan perundang-
undangan.

Pasal 40

(1) Dalam memberikan piutang, BLVDRSVDdapat membuat perikatan dan
melakukan penatausahaan sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

(2) Pemimpin BLVD RSVD membuat pedoman penatausahaan dana
akuntansi piutang.

Pasal 41

(1) BLVDRSVDmelaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh
tempo.

(2) Dalam melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), BLVD RSVD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan,
serta menyelesaikan tagihan atas piutang BLVDRSVD.

(3) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi piutang
yang sulit ditagih dilaporkan kepada Bupati dan penagihannya
dilimpahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
(KPKNL)dengan d:ilampiribukti-bukti yang valid dan sah.

Bagian Ketiga
Penghapusan Piutang

Paragraf 1
Penghapusan Piutang BLUDRSUD yang tidak berhasil ditagih

Pasa142

(1) Piutang BLVD RSVD yang tidak berhasil ditagih, dapat dihapuskan
secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan BLVDRSVD.

(2)Penghapusan ..... 19
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(2) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan penghapusan piutang BLUDRSUD dari pembukuan
BLUDRSUDtanpa menghapuskan hak tagih BLUDRSUD.

(3) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan penghapusan hak tagih BLUDRSUD.

(4) Penghapusan secara bersyarat dan/atau mutlak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan oleh BLUDRSUD sesuai
kewenangannya setelah mendapatkan pertimbangan dari Kantor
PengelolaKekayaan Negaradan Lelang(KPKNL).

(5) Penghapusan mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat
dilakukan setelah piutang BLUD RSUD diurus secara optimal oleh
Kantor Pengelola Kekayaan Negara dan Lelang sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Paragraf2
Penghapusan Bersyarat

Pasa143

(1) Piutang BLUDRSUDdapat dihapus secara bersyarat atau mutlak oleh
pejabat yang berwenang yang nilainya ditetapkan secara betjenjang.

(2) Penghapusan secara bersyarat, sepanjang menyangkut piutang BLUD
RSUD,ditetapkan :
a. Bupati, untuk jumlah piutang tidak melebihi Rp 5.000.000.000,00

(lima miliar rupiah) dari jumlah piutang yang dihapuskan; dan
b. Bupati dengan persetujuan DPRD, untuk jumlah lebih dari

Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(3) Dalam hal penghapusan secara bersyarat piutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat ditetapkan setelah mendapat
rekomendasi dewan pengawas.

(4) Dalam hal piutang BLUDRSUD dalam mata uang asing, nilai piutang
yang dihapuskan secara bersyarat adalah nilai setara dengan nilai
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai kurs Bank Indonesia yang
berlaku pada 3 (tiga)hari sebelum tangga1surat penetapan penghapusan
piutang/pengajuan usul penghapusan.

(5) Penghapusan secara bersyarat atas piutang BLUD RSUD dari
pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan :
a. dalam hal piutang adalah berupa tuntutan ganti rugi, setelah

ditetapkan sebagai PSBDT (Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih)
dan terbitnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan
Pemeriksa Keuangan; dan

b. dalam hal piutang adalah selain tuntutan ganti rugi, setelah piutang
ditetapkan sebagai PSBDT (Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih)
oleh pemimpin BLUDRSUD.

Paragraf 3
Penghapusan Mutlak

Pasal 44 ..... 20
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Pasal44

(1) Penghapusan secara mutlak, sepanjang menyangkut piutang BLUD
RSUD,ditetapkan :
a. Bupati, untuk jumiah piutang sampai dengan Rp 5.000.000.000,00

(lima miliar rupiah) per penanggung utang; dan
b. Bupati dengan persetujuan DPRD, untuk jumlah Iebih dari

Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per penanggung utang.

(2) Dalam hal piutang BLUDRSUD dalam satuan mata uang asing, nilai
piutang yang dihapuskan secara mutlak adalah nilai yang setara dengan
nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kurs Bank Indonesia
yang berlaku 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul
penghapusan .

. (3) Penghapusan secara mutlak atas piutang BLUD RSUD dilaksanakan
dengan ketentuan :
a. Diajukan setelah Iewat waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal penetapan

penghapusan secara bersyarat piutang dimaksud; dan
b. Penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk

menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan
keterangan dari aparatfpejabat yang berwenang.

Pasal45

Penghapusan terhadap piutang BLUD RSUD yang teIjadi sebelum BLUD
RSUDditetapkan sebagai satuan keIja yang menerapkan PPK-BLUDRSUD
diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai penghapusan piutang negara bagi instansi pemerintah.

BAB IX
UTANG BLUD RSUD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal46

(1) Utang BLUDRSUDadalah utang daerah.
(2) BLUDRSUD dapat melakukan utang sehubungan dengan penerimaan

barang, jasa danfatau transaksi yang berhubungan Iangsung atau tidak
Iangsung dengan kegiatan BLUDRSUD.

(3) Utang dikeioia dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis,
transparan, dan bertanggungjawab serta dapat memberlkan nilai
tambah, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat dan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Utang yang berhubungan Iangsung dengan kegiatan BLUD RSUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah utang yang timbul karena
penerimaan barangfjasa dalam rangka kegiatan utama BLUDRSUD.

(5) Utang yang berhubungan tidak Iangsung dengan kegiatan BLUDRSUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah utang yang timbul diluar
kegiatan utama BLUDRSUD.

Bagian Kedua ..... 21



21

Bagian Kedua
Pengelolaan Utang BLUDRSUD

Pasal47

(1) BLUD RSUD dapat melakukan utang sehubungan dengan kegiatan
operasional dan/atau perikatan utang dengan pihak lain.

(2) Utang dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis,
transparan, dan bertanggungjawab.

(3) Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapatberupa utang jangka
pendek atau utangjangka panjang.

(4) Perikatan utang jangka pendek atau utang jangka panjang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara
beIjenjang, berdasarkan nilai utang.

Bagian Ketiga
Utang jangka Pendek

Pasa148

(1) Utang jangka pendek merupakan utang yang jatuh temponya tidak lebih
dari 12 (dua belas) bulan.

(2) Utang jangka pendek hanya dapat digunakan untuk memenuhi
kebutuhan belanja operasional dan keperluan menutup defisit kas.

(3) Utang jangka pendek dapat dilakukan sepanjang telah cukup tersedia
anggaran untuk memenuhinya.

(4) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan
pengeluaran yang dimaksudkan untuk memberikan manfaat jangka
pendek.

(5) Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat
dilakukan dengan syarat :
a. Kegiatanoperasional yang mendesak dan tidak dapat ditunda;
b. Kegiatan tersebut telah ada dalam RBA-BLUDRSUD dan tidak

dibiayaidari APBN/APBD;
c. Saldo kas dan setara kas BLUD RSUD tidak mencukupi untuk

membiayai kegiatan operasional yang mendesak dan tidak dapat
ditunda;

d. Jumlah utang jangka pendek yang masih ada ditambah dengan
jumlah utang jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 15%
(limabelas persen) dari jumlah pendapatan BLUDRSUDdi luar APBD,
APBN,dan hibah terikat;

e. Persyaratan lainnya yang ditentukan olehpemberi utang; dan
f. PersettUuanatas utangjangka pendek diberikan olehBupati.

Bagian Keempat
Utang jangka Panjang

Pasal 49 ..... 22
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Pasal 49

(1) Vtang jangka panjang merupakan utang yang jatuh temponya lebih dari
12 (dua belas) bulan.

(2) Vtang jangka panjang hanya dapat digunakan untuk pengeluaran belanja
modal.

(3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengeluaran
yang diperlukan untuk program pengadaan asset tetap yang dilaksanakan
untuk meningkatkan kemampuan pelayanan BLVDRSVD.

(4) Vtang jangka panjang terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan
Bupati.

(5) Vtangjangka panjang, dapat dilakukan dengan syarat :
a. Kegiatan yang dibiayai dengan utang jangka panjang telah tercantum

dalam Renstra Bisnis BLVDRSVD;
b. Kegiatanyang akan dibiayai telah dinilai layak dari aspek teknis

maupun keuangan;
c. Jumlah utang yang masih ada ditambah dengan utang yang akan

ditarik tidak melebihi 60% (enam puluh persen) dari jumlah
pendapatan BLVDRSVDdiluar APBD,APBN,dan hibah terikat;

d. Rasio proyeksi kemampuan mengembalikan utang paling sedikit 2,5
(dua koma lima)kali;

e. Tidakmempunyai tunggakan atas pengembalian utang;
f. Laporan keuangan te1ahdiaudit satu tahun terakhir; dan
g. Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh pemberi utang.

(6) Persetujuan atas utang jangka panjang diberikan oleh Bupati dengan
persetujuan DPRD.

Bagian Kelima
Prosedur Pengajuan Utang

Pasal50

(1) Pemimpin BLVD RSVD menetapkan rencana kebutuhan utang
berdasarkan usulan Pejabat keuangan BLVDRSVD.

(2) Penyusunan rencana kebutuhan utang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan berdasarkan prioritas kegiatan BLVDRSVDyang tertuang
dalam Renstra Bisnis BLVDRSVD.

(3) Penyusunan rencana kebutuhan utang sebagaimana dimaksud pada
ayat {21, dilakukan dengan mempertimbangkan:
a. Kebutuhan belanja operasional dan belanja modal;
b. Kemampuan membayar utang;
c. Batas maksimum kumulatif utang;
d. Kemampuan penyerapan utang; dan
e. Biaya utang.

(4) Rencana kebutuhan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sekurang-kurangnya dilampiri dengan :
a. studi kelayakan kegiatan;
b. proyeksi keuangan dari kegiatan yang diusulkan;
c. rencana pembiayaan secara keseluruhan; dan
d. rencana pengembalian pokok utang dan pembayaran bunga.

(5)Pemipin ..... 23
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(5) Pimpinan BLVDRSVD mengajukan usulan kegiatan yang akan dibiayai
dengan utang kepada dewan pengawas untuk mendapatkan
rekomendasi.

(6) Vsulan kegiatan yang telah mendapat rekomendasi Dewan Pengawas
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diusulkan kepada PPKDuntuk
dimasukkan dalam rencana kerja PemerintahDaerah.

Raglan Keenam
Perjanjian Utang

PasalSl

(1) Perikatan BLVDRSVD dengan calon pemberi utang dituangkan dalam
perjanjian utang.

(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dilakukan setelah
persyaratan dan ketentuan utang dipenuhi.

(3) Perjanjian utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-
kurangnya memuat :
a. pihak-pihak yangmengadakan perjanjian;
b. jumlah utang;
c. peruntukan utang;
d. persyaratan utang;
e. penyelesaian sengketa; dan
f. keadaan kahar (forcemajeure).

Baglan Ketujuh
Kewajiban membayar Utang

PasalS2

(1) BLVDRSVD wajib membayar pokok utang dan bunga yang telah jatuh
tempo.

(2) Kewajiban pembayaranutang BLVD RSVD yang jatuh tempo wajib
dianggarkan dalam RBABLVDRSVD dan dibayarkan pada tahun yang
bersangkutan.

(3) Dalam hal terjadi ketidakmampuan BLVD RSVD dalam membayar
kembali utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah
mempunyai kewajibanmengambil alih pembayaran utang tersebut.

BABX
INVESTASI BLUD RSUD

Raglan Kesatu
Ketentuan Investasi

Pasa153

(1) BLVDRSVD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi
peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat
serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLVDRSVD.

(2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa investasi
jangka pendek dan/ atau investasi jangka panjang.

(3)Hasil ..... 24
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(3) Hasil investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan
pendapatan BLUDRSUD.

(4) Pendapatan BLUDRSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat
dipergunakan langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA-BLUD
RSUD.

Bagian Kedua
Investasi Jangka Pendek

Pasal54

(1) lnvestasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera
dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan
atau kurang.

(2) lnvestasi jangka pendek dapat dilakukan dengan memanfaatkan surplus
kas jangka pendek.

(3) Karakteristik investasi iangka pendek adalah :
a. Dapat segera dicairkanJ diperjualbelikan;
b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
c. Beresiko rendah.

(4) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud ayat (1)antara lain:
a. deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan

danJ atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
b. pembelian surat utang Negara jangka pendek; dan
c. pembelian SertifIkat Bank Indonesia.

Bagian Ketiga
Investasi Jangka Panjang

Pasal55

(1) BLUD RSUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali
atas persetujuan Bupati.

(2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara
lain :
a. Penyertaan modal;
b. Pemilikan obligasiuntuk masajangka panjang; dan
c. investasi langsung seperti pendirian perusahaan.

(3) Dalam hal BLUD RSUD mendirikanJmembeli badan usaha yang
berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada
Pemerintah Daerah.

BABXI
KERJA SAMABLUDRSUD

Pasal56

(1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD RSUD
dapat melakukan keIjasama dengan pihak lain.

(2) KeIjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan
prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, ekonomi,?, kesepakatan bersama,
itikad baik, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan, kepastian
hukum, dan saling menguntungkan.

Pasal 57 ..... 25
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Pasal57

(1) Kerjasarnadengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalarn Pasal56 ayat
(1),antara lain:

a. Kerjasarnaoperasi;
b. Kerjasarnapelayanan;
c. Sewa menyewa;
d. Konsinyasi;dan
e. Vsaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLVDRSVD.

(2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
merupakan perikatan antara BLVDRSVD dengan pihak lain, melalui
pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersarna yang
saling menguntungkan sesuai kesepakatan para pihak.

(3) Kerja sarna pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
merupakan perikatan antara BLVDRSVD dengan pihak lain, melalui
pengelolaan manajemen dan proses pelayanan sesuai dengan hak dan
kewajiban para pihak.

(4) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c, merupakan
penyerahan hak penggunaanjpemakaian barang BLVD RSVD kepada
pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan
atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun
berkala.

(5) Konsinyasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan
suatu perjanjian dimana salah satu pihak yang memiliki barang
menyerahkan sejumlah barang kepada pihak tertentu untuk dijualkan
dengan harga dan syarat yang diatur dalarn perjanjian.

(6) Vsaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLVD RSVD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kerja sarna
dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLVD RSVD
dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi
kewajiban BLVDRSVD.

Pasal58

(1) Hasil ketjasarna sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 57, meruPakan
pendapatan BLVDRSVD.

(2) Pendapatan BLVDRSVD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
dipergunakan langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai dengan
RBA-BLVDRSVD.

Pasal59

Dalarn rangka persiapan rancangan ketjasarna BLVDRSVD dapat meminta
pendapat dan saran pada Instansi yang membidangi ketjasarna.

BABXII
PENGADAAN BARANG/JASA BLUD RSUD

Bagian Kesatu
Prfnsip Dasar Pengadaan Barangl Jasa

Pasal 60 ..... 26
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Pasal60

(1) Pengadaan BarangjJasa wajib dilakukan berdasarkan prinsip efisien,
efektif, transparan, bersaing, adil atau tidak diskriminatif, akuntabel dan
praktek bisnis yang sehat.

(2) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengadaan
BarangjJasa harns diusahakan dengan menggunakan sumber daya
termasuk dana yang terbatas untuk mendapatkan output yang optimal
baik dari kualitas danjatau kuantitas dalam waktu sesingkat-singkatnya
serta dapat dipertanggungjawabkan.

(31 Efektif sebal'f'imana dimaksud pada ayat (I) adalah Penl'f'daan
BarangjJasa harns sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan
dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran
yang ditetapkan.

(4) Terbuka dan bersaing sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah
Pengadaan BarangjJasa harns terbuka bagi Penyedia Barangj Jasa yang
memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di
antara Penyedia Barang danjatau Jasa yang setara dan memenuhi
syaratjkriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas
dan transparan.

(5) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah semua ketentuan
dan informasi Pengadaan BarangjJasa, termasuk syarat teknis
administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon
Penyedia BarangjJasa, sifatnya terbuka bagi peserta Penyedia
Barangj Jasa yang berminat serta bagimasyarakat luas pada umumnya.

(6) Adiljtidak diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
memberikan perlakuan yang sarna bagi semua calon Penyedia
Barangj Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada
pihak tertentu, dengan cara danjatau alasan apapun.

(7) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengadaan
BarangjJasa harns mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun
manfaat bagi kelancaran tugas pokok BLUDRSUD dalam pelaksanaan
pelayanan kesehatan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta
ketentuan yang berlaku dalam Pengadaan BarangjJasa.

(8) Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi
berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka
pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

Bagian Kedua
Kebijakan Pengadaan Barangl Jasa

Pasal61

(1) Pengadaan BarangjJasa pada BLUDRSUD dilaksanakan berdasarkan
ketentuanyang berlaku bagi pengadaan Barangj Jasa pemerintah.

(2) BLVD RSUD dengan status penuh diberikan fleksibilitas berupa
pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku
umum bagi pengadaan barang danjataujasa pemerintah apabila terdapat
alasan efektifitasdanjatau efisiensi.

(3)Fleksibilitas ..... 27
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(3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhadap
pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari :
a. Jasa Iayanan;
b. Hibah tidak terikat;
c. Basil kerjasama dengan pihak lain;dan
d. lain-lain pendapatan BLUDRSUDyang sah.

(4) Pengadaan Barang/Jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat
dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah,
atau ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku di BLUDRSUD
sepanjang disetujui pemberi hibah.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jaaa

Pasal62

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2)
diselenggarakan berdasarkanjenjang nilai yang diatur sebagai berikut :
a. Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan nilai Rp. 500.000.000,00 (Lima

Ratus Juta RupiahJ dilakukan dengan cara pengadaan langsung oleh
P«iabat Pengadaan;

b. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp. 500.000.000,00 (Lima
Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar
RupiahJ dilakukan dengan cara pelelangan sederhana untuk pengadaan
barang/jasa lainnya, pemilihan langsung untuk pekerjaan kontruksi dan
seleksi sederhana untuk penyedia jasa konsultansi oleh KelompokKerja
Unit Layanan Pengadaan;

c. Pengadaan barang dan/ atau jasa dengan nilai diatas Rp. 5.000.000.000,00
(Lima Milyar Rupiah) dilakukan dengan cara pelelangan umumjterbatas
oleh KelompokKerjaUnit Layanan Pengadaan;

d. Untuk pengadaan Barang/Jasa yang bersifat khusus dapat dilakukan
dengan cara Penunjukan Langsung kepada Penyedia Barang dan Jasa
tanpa batasan nilai oleh Pejabat PengadaanjKeiompok Kerja Unit Layanan
Pengadaan.

Pasal63

Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 62 huruf d yaitu barang/jasa yang diperlukan untuk kegiatan pelayanan
langsung kepada pasien seperti obat-obatan, bahan/alat medisjpenunjang
medis dan makanan minuman pasien.

Pasal64

(1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61
ayat (2)dilakukan oleh pelaksana pengadaan.

(21 Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (11 dapat
berbentuk Pejabat pengadaan dan/atau KelompokKerja Unit Layanan
Pengadaan.

(3)Pejabat ..... 28
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(3) Pejabat pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)adalah personil

yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan Iangsung, penunjukan
Iangsung dan E-purchasing.

(4) Pejabat pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
menetapkan Penyedia BarangjJasa untuk pengadaan Iangsung atau
penunjukan Iangsung yang bemilai paling tinggi Rp. 500.000.000,00
(LimaRatus Juta Rupiah).

(5) Penunjukan pelaksana pengadaan barang dilakukan dengan prinsip-
prinsip:

a. objektivitas, yaitu penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas
moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur
pengadaan barangjjasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran
kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan
ataujasa;

b. independensi, dalam hal menghindari dan mencegah teIjadinya
pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan
penunjukan pejabat lain baik Iangsung maupun tidak Iangsung; dan

c. saling uji (cross check), dalam hal berusaha memperoleh informasi
dari sumber yang berkompeten dapatdipercaya, dan dapat
dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang
memadai dalam melaksanakan penunjukan pelaksana pengadaan.

Bagian Keempat
Tanda Bukti Perjanjian

Pasal65

(1) Tanda bukti peIjanjian terdiri atas :
a. bukti pembelian;
b. kuitansi;
c. Surat Perintah KeIja (SPK);
d. Surat PeIjanjian; dan
e. Surat Pesanan.

(2) Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a, digunakan
untuk Pengadaan Barangj Jasa yang nilainya sampai dengan
Rp. 10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah).

(3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b, digunakan untuk
Pengadaan BarangjJasa yang nilainya sampai dengan Rp. 50.000.000,00
(limapuluh juta rupiah).

(4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk
Pengadaan BarangjJasa yang nilainya sampai dengan
Rp. 500.000.000,00 (limaratus juta rupiah).

(5) Surat PeIjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf d, digunakan
untuk Pengadaan BarangjJasa dengan nilai diatas Rp. 500.000.000,00
(limaratus juta rupiah).

(6) Surat Pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf e, digunakan
untuk pengadaan barangfjasa melalui E-purchasing dan pembelian
secara online.

BAS XIII ..... 29
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BABXlII
PENGELOLAAN BARANG BLUD RSUD

Pasal66

(1) Barang inventaris milik BLVDRSVD dapat dialihkan kepada pihak lain
danfatau dihapuskan berdasarkan pertimbangan ekonomis dengan cara
dijual, ditukar, danfatau dihibahkan.

(2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan
barang habis pakai, barang untuk diolah atau dijual danf atau barang
lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai asset tetap.

(3) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan BLVD
RSVD.

(4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan BLVDRSVD.

Pasa167

(1) BLVDRSVD tidak boleh mengalihkan danfatau menghapus aset tetap
kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.

(2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan asset
berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
untuk digunakan dalam kegiatan BLVDRSVD atau dimanfaatkan oleh
masyarakat umum.

(3) Kewenanganpengalihan danfatau penghapusan asset tetap sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan
jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengalihan danfatau penghapusan asset tetap sebagaimana dimaksud
pada ayat (3)dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(5) Hasil pengalihan asset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
merupakan pendapatan BLVDRSVD dan diungkapkan secara memadai
dalam laporan keuangan BLVDRSVD.

(6) Penggunaan asset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung
dengan tugas dan fungsi BLVD RSVD harus mendapat persetujuan
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasa168

(1) Tanah dan bangunan BLVDRSVD disertiflkasi atas nama Pemerintah
Daerah.

(2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BLVD
dimanfaatkanfdialihgunakan oleh Pemimpin BLVD
persetujuan Bupati.

dalam rangka
RSVD, dapat
RSVD dengan

BABXIV
KAPITALISASI DAN PEMELIHARAAN ABET TETAP

Pasal69 ..... 30
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Pasal69

(1) Terhadap aset tetap ditetapkan batas nilai perolehanjpengeluaran
minimum untuk dicatat menjadi aset tetapjditarnbahkan ke dalarn aset
tetap (kapitalisasi).

(2) Pemeliharaan atau perbaikan yang diklasifikasi sebagai aset tetap hams
memenuhi kriteria memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat
ekonomi di masa yang akan datang dalarn bentuk kapasitas, mutu
produksi, dan peningkatan standar ketja.

(3) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap diberlakukan untuk aset
tetap berupa peralatan dan mesin, gedung dan bangunan.

(4) Aset tetap berupa tanah, jalanjJaringan dan irigasi serta aset tetap
lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak, peralatan untuk
proses belajar mengajar dikecualikan dari nilai kapitalisasi aset tetap.

(5) Batasan nilai kapitalisasi dan pemeliharaan aset tetap adalah sebagai
berikut:

a. Peralatan dan Mesin

No Uraian Batasan Untuk
Dikapitalisasi

1. Alat-alat Berat Mulai dari
Ro. 5.000.000,00

2. Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Mulai dari
Ro. 5.000.000,00

3. Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor Mulai dari
RD. 1.000.000,00

4. Alat-alat Angkutan Air Bermotor Mulai dari
RD. 1.000.000,00

5. ALat-alat Bengkel Mu1ai dari
Ro. 1.000.000,00

6. Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Mulai dari
Petemakan RD. 1.000.000,00

7. Peralatan Kantor Mulai dari
Ro. 1.000.000 00

8. Peralatan Rumah Tangga Mulai dari
RD. 1.000.000.00

9. Alat-alat Studio dan Komunikasi Mulai dari
Ro. 1.000.00000

10. Alat-alat Ukur Mulai dari
Ro. 1.000.000,00

11. Alat-alat Kedokteran Mulai dari
Ro. 1.000.000,00

12. Alat-alat Laboratorium Mulai dari
RD. 5.000.000,00

13. Alat-alat PersenjataanjKearnanan Mulai dari
Ro. 1.000.000,00

b. Gedung dan Bangunan

NUai satuan kapitalisasi untuk pemeliharaan gedung dan bangunan
sarna dengan atau melebihi dari Rp. 20.000.000,00

BAS XV ..... 31
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BABXV
TARIF LAYANAN BLUD RSUD

Pasal70

(1) BLVDRSVDdapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan
atas barangfjasa 1ayanan yang diberikan, terdiri dari jasa sarana, jasa
layanan dan bahan pakai habis.

(2) Imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif layanan yang disusun atas
dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi
dana.

(3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbal hasil
(return) yang wajar dari investasi dana, dan bermjuan untuk menutup
seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

(4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dapat berupa besaran
tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan.

(5) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan aleh
pemimpin BLVD RSVD dan disampaikan kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

(6) Vsulan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan
oleh Bupati.

(7) Dalam hal terdapat pengembangan layanan, tarif layanan yang belum
tercantum pada ayat (6), ditetapkan aleh pemimpin BLVDRSVDsampai
ada ketetapan Bupati.

BABXVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BLUD RSUD

Bagian Kesatu
Pemblnaan

Pasal71

(1) Pembinaan teknis BLVDRSVDdilakukan aleh Bupati melalui sekretaris
daerah.

(2) Pembinaan keuangan BLVDRSVDdilakukan aleh PPKD.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 72

(1) Dalam rangka pengawasan aperasianal BLVDRSVD dilakukan melalui
pengawasan intemal dan pengawasan ekstemal.

(2) Pengawasan intemal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
aleh satuan pengawas intemal yang merupakan unit keIja yang
berkedudukan 1angsungdi bawah PemimpinBLVDRSVD.

(3) Pengawasan ekstemal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan
aleh Inspektorat Daerah, Badan Pengawas keuangan (BPK) dan/atau
Kantor Akuntan Publik.

BAB XVII ..... 32
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BABXVn

EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA BLUD RSUD

Pasal 73

(1) EValuasidan penilaian kinetja BLVDRSVDdilakukan setiap tahun oleh
Bupati danJatau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non
keuangan.

(2) EValuasi dan penilaian kinetja sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLVD
RSVD sebagaimana ditetapkan dalarn Renstra Bisnis dan RBA BLVD
RSVD.

Pasal74

EValuasi dan penilaian kinetja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 73 ayat (1),dapat diukur berdasarkan tingkat kemarnpuan BLVD
RSVDdalarn :
a. Memperoleh hasil usaha atau hasil ketja dari layanan yang diberikan

(rentabilitas);
b. memenuhi kewajibanjangka pendeknya (likuiditas);
c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
d. kemarnpuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran

(cost recovery).

Pasal75

Penilaian kinetja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud dalarn
Pasal 73 ayat (1), dapat diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses
internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

BABXVm
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal76

(1) Vntuk menciptakan pengendalian internal BLVDRSVDyang memadai,
fungsi-fungsi tertentu tidak bo1ehdirangkap.

(2) Fungsi-fungsi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),meliputi :
a. pencatatan;
b. pelaksanaan;dan
c. penyimpanan.

Pasal77

(1) Surplus yang diperoleh dilaporkan kepada PPKD, diperhitungkan dan
dapat digunakan untuk tahun anggaran berikutnya sesuai dengan REA
BLVDRSVDkecuali atas permintaan Bupati disetorkan sebagian atau
seluruhnya ke kas daerah.

(2) Surplus yang disetorkan atas permintaan Bupati sebagaimana dimaksud
pada ayat (1),dengan mempertimbangkan, antara lain:
a. Tidakmengganggulikuiditas dan pelayanan BLVDRSVD;dan
b. Adanya kebutuhan yang mendesak atau tidak bisa ditunda pada

Pemerintah Daerah.

(3)Defisit ..... 33
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(3) Defisit yang teIjadi dilaporkan kepada PPKD dan diperhitungkan untuk
tahun anggaran berikutnya.

(4) Defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diajukan usulan
pernbiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD.

BABXIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasa! 78

Pada saat Peraturan Bupati ini rnulai berlaku, Peraturan Bupati Majalengka
Nornor 25 Tahun 2009 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umurn Daerah Kabupaten Majalengka, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 79

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penernpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada Tanggal 16 Agustus 2011

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

8UTRlSNO

Diundangkan di Majalengka
pada tan~al 16 Agustus 2011

SEKRETARISDAERAH
KABUPATENMAJALENGKA,

c:::Ji:m.
BERITADAERAHKABUPATENMAJALENGKATAHUN2017 NOMOR

Salinan sesuai dengan Aslinya,

KEPALABAGIANHUKUM
SETDAKABUPATENMAJALENGKA,

GUN GUN M.D., 8.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003
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PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
Nomor 13 Tahun 2017
Tanggal: 16 Agustus 2017
Tentang: PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
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B. Kesimpulan



3

PENJELASAN:

a. Halaman Sampul
Memuat:
1. Nama pemerintah daerah yang bersangkutan;
2. RBABLUDyang bersangkutan;
3. Tahun yang dianggarkan.

b. Lembar Pengesahan
Memuat:
1) RBABLUDyang bersangkutan;
2) Tahun yang dianggarkan;
3) Tempat dan tanggal pengesahan;
4) Tanda tangan pemimpin BLUDyang bersangkutan;
5) Tanda tangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)yang

bersangkutan, sebagai pejabat yang mengesahkan RBA.

c. Kata Pengantar
Memuat alasan pokok penyusunan RBAoleh pemimpin BLUD.

d. Ringkasan Eksekutif
Memuat pokok-pokok substansi RBAyang disusun.

e. Daftar lsi
Memuat urutan dan halaman dokumen RBAyang disusun.

f. Bab I Pendahuluan
Memuat:
1) Gambaran Umum

(a) Berisi keterangan ringkas mengenai landasan hukum keberadaan
BLVD, sejarah berdirinya dan perkembangan BLVD, serta
peranannya bagi masyarakat.

(b)Keterangan ringkas mengenai kegiatan utama/pokok BLVDterutama
Layanan unggulannya dan upaya dalam menghadapi
persaingan lokal/ regional/ global.

2) Visi dan Misi
Memuat visi dan misi BLUD.

3) Maksud dan Tujuan
Memuat maksud dan tujuan BLVD.

4) Kegiatan/Produk Layanan
Memuatjenis-jenis produk layanan yang dilaksanakan dan merupakan
dasar menyusun rencana kelja BLVDuntuk mencapai sasaran yang
ditetapkan.

5) Prinsip-Prinsip Dasar
Memuat:
(al Nilai-nilai dasar yang telah ditetapkan BLVD.
(b)Keyakinan dasar yang ditetapkan oleh BLVD.

6) Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas
Memuat susunan dan nama pejabat pengelola dan dewan pengawas.

g. Bab II Kinelja Badan Layanan Vmum Daerah Tahun Beljalan
Memuat:
1) Kondisi Lingkungan yang Mempengaruhi Pencapaian Kinelja

Digambarkan mengenai hasil kegiatan usaha tahun beljalan secara
keseluruhan yang berisi penjelasan mengenai ringkasan pencapaian
target-target kinelja dan uraian mengenai faktor-faktor yang
mempengaruhi kinelja, meliputi:
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(a) faktor intemal
Menggambarkan kondisi internal BLUD yang secara langsung
maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLUD dalam
mencapai tujuannya, antara lain berkaitan dengan kondisi:
1. pelayanan;
2. keuangan;
3. organisasi dan sumber daya manusia; dan
4. sarana dan prasarana.

(b)faktor ekstemal
Menggambarkan kondisi di luar BLUDyang secara Iangsung maupun
tidak Iangsung mempengaruhi keberhasi1an BLUDdalam mencapai
tujuannya. BLUD tidak mampu untuk mengendalikan faktor
ekstemal sesuai dengan yang diinginkan untuk masa yang akan
datang. Cakupan analisis kondisi eksterna1 tersebut meliputi bidang
pelayanan, keuangan, organisasi dan sumber daya manusia serta
sarana dan prasarana yang mempengaruhi, antara Jain:
1. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan BLUD;
2. kebijakan pemerintah/pemerintah daerah terhadap BLUD,

menyangkut keuangan, sumber daya manusia, kelembagaan dan
lain-lain;

3. perkembangan sosial budaya dan tingkat pendidikan masyarakat;
4. perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi;
5. keadaan persaingan dengan lembaga pelayanan yang sejenis; dan
6. keadaan perekonomian baik nasional maupun intemasional.

2) Perbandingan Asumsi pada Waktu Menyusun Rencana Bisnis dan
Anggaran dengan Fakta yang TeIjadi
Mengambarkan asumsi yang digunakan pada waktu penyusunan RBA
tahun anggaran beIjalan dibandingkan dengan fakta yang teIjadi.
Asumsi yang digunakan tersebut, meliputi:
(a) aspek makro, dapat terdiri atas :

1. pertumbuhan ekonomi;
2. tingkat inflasi;
3. pertumbuhan pasar;
4. tingkat suku bunga pinjaman; dan
5. kurs.

(bl aspek mikro, dapat terdiri atas :
1. kemampuan dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam

pembiayaan pelayanan publik sebagai fungsi Public Service
Obligation (PSO);

2. perubahan tarif layanan;
3. pengembangan/peningkatan pelayanan; dan
4. asumsi yang berkaitan dengan analisis rasio keuangan.

3) Pencapaian KineIja
Memuat pencapaian kineIja Non Keuangan dan Keuangan, dapat
menggunakan pendekatan Balanced Scorecards, Management By
Objectives (MBO), Result Oriented Management (ROM), Result Based
Management, atau Outcome Best Performance Management.

Pedoman ini mengunakan pendekatan Balanced Scorecards, sehingga
indikator kineIja terdiri atas :
(a)non keuangan, terdiri atas pencapaian kineIja pelayanan dan

pendukung pelayanan, antara lain berkaitan dengan perspektif:
1. pelanggan;
2. proses bisnis internal; dan
3. pertumbuhan dan pembelajaran.
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(b)keuangan, memuat peneapaian semua aspek kineIja keuangan, baik
pendapatan maupun biaya/pengeluaran dengan membandingkan
antara realisasi dan anggaran dalam RBA termasuk analisis
keuangan lainnya yang relevan.

4) Laporan Keuangan
Memuat:
(a) Neraea

Disusun agar dapat memberikan garnbaran mengenai POS1SI

keuangan BLUDpada akhir periode pelaporan, realisasi sampai saat
menyusun RBA, dan prognosa sampai 31 Desember tabun anggaran
berjalan.

(b)Laporan Operasional
Disusun untuk mengetahui realisasi dan prognosa jumlah
pendapatan yang diakui dan biaya yang dibebankan pada tabun
anggaran sebelumnya dan tabun anggaran beIjalan.

(e) Laporan Arus Kas
Disusun untuk mengetabui arus kas dan setara kas dari aktivitas
operasional, arus kas dan setara kas dari aktivitas investasi, arus kas
dan setara kas dari aktivitas pendanaan/pembiayaan, kenaikan
(penurunan) kas dan setara kas bersih, kas dan setara kas awal, dan
jumlah saldo kas dan setara kas pada akhir tabun anggaran beIjalan.

(d)catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
catatan atas Laporan Keuangan (caLK)memuat pengungkapan
(disclosure) dan berisi penjelasan yang mempunyai relevansi dengan
penyusunan laporan keuangan, antara lain:
(1)Uraian bersifat umum yang memuat informasi berkaitan dengan

laporan keuangan;
(2)Kebijakan akuntansi;
(3)Penjelasan pos-pos laporan keuangan;
(4)Penjelasan atas informasi lainnya yang relevan dengan laporan

keuangan.

5) Hal-hal Lain yang Perlu Dijelaskan Terkait Dengan Peneapaian KineIja,
memuat antara lain:
(a) pengelolaan utang/piutang;
(b)pengelolaan persediaan;
(e) pengelolaan aset tetap dan Pengelolaan aset lain-lain;
(d)keIja sarna; dan
(e) risiko yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan.

h. Bab IIIReneana Bisrns dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Tahun
yang Dianggarkan
Memuat:
1) Kondisi Lingkungan yang Mempengaruhi

(a) analisis internal
Menggarnbarkan kondisi internal BLUD yang secara langsung
maupun tidak langsung diprediksi akan mempengaruhi keberhasilan
BLUD dalam mencapai tujuannya sampai saat disusunnya RBA.
Analisis kondisi internal, antara lain:
1. pelayanan;
2. keuangan;
3. organisasi;
4. sumber daya manusia; dan
5. sarana dan prasarana.
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(b)analisis ekstemal
Menggambarkan kondisi di luar BLUDyang seeara langsung maupun
tidak Iangsung diprediksi akan mempengaruhi keberhasilan BLUD
dalam mencapai tujuannya sampai saat disusunnya RBA. Analisis
kondisi ekstemal, antara lain :
1. peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan BLUD;
2. kebijakan Pemerlntah/Pemerintah Daerah terhadap BLUD,

menyangkut keuangan, sumber daya manusia, dan lain-lain;
3. perkembangan sosial budaya dan tingkat pendidikan masyarakat;
4. kerkembangan teknologi, informasi dan komunikasi;
5. keadaan persaingan dengan lembaga pelayanan yang sejenis; dan
6. keadaan perekonomian nasional maupun intemasional.

2) Asumsi yang digunakan
Menggambarkan asumsi yang digunakan pada waktu menyusun RBA
tahun yang dianggarkan. Asumsi"yang digunakan tersebut, meliputi:
(a) aspek makro, dapat terdiri atas :

1. Pertumbuhan ekonomi;
2. Tingkat inflasi;
3. Pertumbuhan pasar;
4. Tingkat suku bunga pinjaman;
5. Kurs.

(b)Aspek mikro, dapat terdiri atas :
1. kemampuan dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam

pembiayaan pelayanan publik sebagai fungsi Public Service
Obligation (PSO);

2. rata-rata kenaikan tariflayanan; dan
3. pengembangan/peningkatan pelayanan.

3) Sasaran, Target KineIja, dan Kegiatan
(a)Sasaran, target kineIja, dan kegiatan pelayanan BLUD dalam

meningkatkan mutu/kineIja layanan pada tahun yang dianggarkan;
dan

(b)Sasaran, target kineIja, dan kegiatan pendukung pelayanan BLUD
dalam menunjang meningkatkan mutu/kineIja layanan pada tahun
yang dianggarkan.

4) Program KeIja dan Kegiatan
(a) program keIja:

Program kelja diisi 1(satu) Program yaitu "Program Peningkatan
Pelayanan ~ (disesuaikan dengan. tugas danfungsi BLUD); dan

(b)kegiatan, meliputi :
a. Kegiatan Pelayanan, memuat produk layanan utama BWD; dan
b. Kegiatan Pendukung Pelayanan, memuat produk layanan yang

mendukung layanan utama BLUD.

5) Perkiraan Pendapatan
(al Pendapatan Pelayanan;
(b)Pendapatan Pendukung Pelayanan; dan
(c)Total Pendapatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan.

6) Perkiraan Biaya, meliputi :
(a) biaya pelayanan;
(b)biaya pendukung pelayanan; dan
(el total biaya pelayanan dan pendukung pelayanan.
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7) Anggaran Badan Layanan Umum Daerah
Anggaran BLUDmerupakan penjabaran program dan kegiatan dalam
bentuk satuan mata uang berupa pendapatan/penerimaan dan
biaya/pengeluaran, yang dananya bersumber dati seluruh pendapatan
BLUD,yaitu :.
(a)Anggaran Pendapatan/Penerimaan

Disusun berdasarkan sumber pendapatan yang berasal dati: jasa
layanan; hibah; hasil kerjasama; APBD; APBN; dan lain-lain
pendapatan/penerimaan BLUDyang sah; dan

(h)Anggaran Biaya/Pengeluaran, disusun menurut :
(II Sumber dan Alokasi Dana, meliputi anggaran biaya/pengeluaran

BLUD yang diperinci berdasarkan sumber dana yang diperoleh
dan alokasi dana; dan

(2)Jenis Anggaran, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan
jasa, pembiayaan dan belanja modal.

8) Ambang Batas Reneana Bisnis dan Anggaran, meliputi :
(a)Anggaran BLUDyang tereantum dalam RBA dapat bertambah atau

berkurang dari yang direneanakan sepanjang bertambah atau
berkurangnya terkait dengan pendapatan seeara proporsional (flexible
budget);

(h)flexible budget tersebut ditetapkan dengan besaran ambang batas,
dihitung dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional,
antara lain kecenderungan (trend) naik/turun realisasi anggaran
BLUD tabun sebelumnya, realisasi/prognosa tabun anggaran
berjalan, dan target anggaran BLUDtabun yang akan datang;

(e) ambang batas ditetapkan dengan besaran persentase dati
pendapatan jasa layanan yang tereantum dalam RBAtahun anggaran
yang dianggarkan;

(d)besaran persentase ambang batas tersebut berIaku apabila
pendapatan jasa layanan BLUD diprediksi melebihi target
pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA tabun yang
dianggarkan;

Ie) pengeluaran di atas anggaran yang ditetapkan dalam RBA tetapi
masih di bawah besaran ambang batas, dilaporkan kepada PPKD;

(f) pengeluaran di atas anggaran yang ditetapkan dalam RBA dan
melampani besaran ambang batas, wajib mendapat persetujuan
kepala daerah dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah;

(g)Contoh penentuan ambang batas:
Penetapan besaran ambang batas dilakukan dengan memperhatikan
anggaran pendapatan jasa layanan dan realisasi dua tahun anggaran
sebelumnya dan rencana anggaran pendapatan jasa layanan dan
prognosa tabun anggaran berjalan.
Contoh Perhitungan ambang batas RBAuntuk tabun anggaran 2016
(dibuat pada saat penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBDuntuk tabun anggaran 2015) :

(dalam juta)

NO TAHUN ANGGARAN REALISASII PERUBAHAN
PROGNOSA Rp. %

1 2013 5.000 7.000 2.000 40
2 2014 9.000 11.000 3.000 33.33
3 2015 11.000 15.000 4.000 36,36

Jumlah 109,69
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Berdasarkan tabel didapat besaran ambang batas RBA tahun
anggaran 2016 = (109,69 : 3) = 36;56 % dari rencana biaya yang
bersumber dari pendapatanjasa layanan tahun anggaran 2016.
Untuk itu apabila rencana biaya bersumber dari jasa layanan tahun
anggaran 2016 diperkirakan = Rp 13.000.000.000,- maka besaran
ambang batas = 36,56 % XRp 13.000.000.000,- = Rp 4.752.800.000,-

Dengan demikian, apabila realisasi belanja masili di bawah Rp
17.752.800.000,- BLUD dapat melaksanakan belanja dengan
melaporkan kepada PPKD. Sedangkan apabila melebihi Rp
17.752.800.000,- wajib inendapatkan persetujuan dari Kepala
Daerah terlebih dahulu dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah.

i. Bab IVProyeksi Keuangan Tahun Yang Dianggarkan
Proyeksi keuangan BLUD disajikan secara komparatif dengan
membandingkan antara prognosa tahun betjalan dengan proyeksi tahun
yang dianggarkan, terdiri dari:
1. Neraca
2. Laporan Operasional
3. Laporan Arus kas
4. Catatan atas Laporan Keuangan

j. Bab V Penutup
Memuat:
1) Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka melaksanakan

kegiatan Badan Layanan Umum Daerah, antara lain: penghapusan
piutang, penghapusan persediaan, penghapusan aset tetap,
penghapusan aset lain-lain, pemberian pinjaman, ketjasama dengan
pihak ketiga, penghasilan pengelola dan dewan pengawas.

2) Kesimpulan
Berisikan seluruh rangkaian pembahasan dari bab-bab sebelumnya
serta hasil-hasil yang telah dicapai dan hambatan dalam melaksanakan
kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan serta upaya pemecahan
masalah yang dihadapi dan mencoba memberikan saran-saran yang
dipandang perlu.

k. Lampiran
Memuat hal-hal yang perlu dilampirkan sebagai data pendukung dalam
penyusunan RBA.

SUPATI MAJALENGKA,

ttd

SUTRISNO

SEKRETARISDAERAH
KABUPATE MAJA}~NGKA,

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALABAGlANHUKUM

SETDAKABUPATENMAJALENGKA,

GUN GUN M.D •• S.H.. M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003
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PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
Nomor : 13 Tahun 2017
Tanggal: 16 Agustus 2017
Tentang: PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH 01 KABUPATEN
MAJALENGKA.

Format Rencana Bisnis Dan Anggaran

Halaman Sampu1

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

RSUD .......•......... KABUPATEN MAJALENGKA

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN .
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LEMBAR PENGESAHAN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

RSUD KABUPATEN MAJALENGKA

TAHUN ANGGARAN .

........................ , . 20XX

Mengesahkan:
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Kabupaten Majalengka

~ .
NIP .

Pemimpin BLUD .

(....................... )
NiP '

I Diisi N011Wrlnduk Pegawai bagi Pemimpin BLUD yang berasal dari PNS.
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KATA PENGANTAR

.......................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

........................................................................................................................ .

........................................................................................................................ .

••••••••••••••••••••••••••••••• J •••••••••••••••••••••••••••••

Pemimpin BLVD .

(...................... )

20XX
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RINGKASAN EKSEKUTIF

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

....... - -, .

.........................................................................................................................

• u ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

.........................................................................................................................

.... .

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

........................................................................................................................ .

.........................................................................................................................

.. .

.........................................................................................................................
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Halaman Sampul
Lembar Pengesahan .
Kata Pengantar .
Ringkasan Eksekutif .
Daftar lsi .
BAB I PENDAHULUAN .

A. Gambaran Umum .
B. Visi dan Misi .
C. Maksud dan Tujuan .
D. Kegiatan/Produk Layanan .
E. Prinsip-Prinsip Dasar .
F. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas .

BAB II

BAB III

KINERJA BADANLAYANANUMUMDAERAHTAHUNANGGARAN2
A. Kondisi Lingkungan yang Mempengaruhi Pencapaian KineIja .

1. Faktor Internal .
2. Faktor Eksternal .

B. Perbandingan Asumsi pada Waktu Menyusun Rencana Bisnis
dan Anggaran dengan Fakta yang TeIjadi .
I. Aspek Makro .
2. Aspek Mikro .

C. Pencapaian Kinerja .
I. Non Keuangan .

a. Pelayanan .
b. Pendukung Pelayanan .

2. Keuangan .
a. Pendapatan Berdasarkan Jenis Layanan .
b. Biaya Berdasarkan Jenis Layanan .
c. Pencapaian Program Investasi .

1) Investasi Berdasarkan Sumber .
2) Investasi Berdasarkan Jenis Aset .

d. Pencapaian Program Pendanaan/Pembiayaan .
D. Laporan Keuangan .

1. Neraca .
2. Laporan Operasional .
3. Laporan Arus Kas .
4. catatan atas Laporan Keuangan .

E. Hal-Hal Lain Yang Perlu Dijelaskan Terkait Dengan Pencapaian
KineIja .

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANANUMUM
DAERAHTAHUNANGGARAN3 .•..•••••.•.•••..•..••........•••.•.•..•.•.....•..•.••
A. Kondisi Lingkungan yang Mempengaruhi .

1. Analisis Internal .
2. Analisis Eksternal .

B. Asumsi yang Digunakan .
1. Aspek Makro .
2. Aspek Mikro .

C. Sasaran, Target KineIja dan Kegiatan .
1. Pelayanan .
2. Pendukung Pelayanan .

D. Program KeIja dan Kegiatan .
1. Program KeIja .

2 Diisi Tahun Anggaron Berjalan
3 Diisi Tahun Anggaran yang dianggarkan
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2. Kegiatan .
a. Pe1ayanan .
b. Pendukung Pe1ayanan .

E. Perkiraan Pendapatan .
1. Pendapatan Pe1ayanan .
2. Pendapatan Pendukung Pe1ayanan .
3. Total Pendapatan Pe1ayanan dan Pendukung Pe1ayanan .

F. Perkiraan Biaya .
I. Biaya Pelayanan : .
2. Biaya Pendukung Pelayanan .
3. Total Biaya Pelayanan dan Pendukung Pelayanan .

G. Anggaran Badan Layanan Umum Daerah : .
1. Anggaran Pendapatan/Penerimaan .
2. Anggaran Biaya/Pengeluaran .

H. Ambang Batas Rencana Bisnis dan Anggaran .

PROYEKSIKEUANGANTAHUNANGGARAN4 ••••••••••••••••••••••••••••••••

A. Neraca .
B. Laporan Operasional .
C. Laporan Arus Kas .
D. Catatan atas Laporan Keuangan .

PENUTUP .
A. Hal-Hal Yang Perlu Mendapat Perhatian Da1am Rangka

Melaksanakan Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah .
B. Kesimpulan .

4 Diisi Tahun Anggaran yang dianggarkan



15

BABI
PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

B. Visi dan Misi
Visi

Misi
.......................................................................................................

..................................................................................................................

...........................................................................

C. Maksud dan Tujuan
............................................................................. - .

..................................................................................................................

D. Kegiatan/Produk layanan
.......................................................................................................

................................................................................................................. .

.......................................................................... .

E. Prinsip- Prinsip Dasar
.......................................................................................................

.......... .

F. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas
.......................................................................................................

................................................................................................................. .
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BADU
KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

TAHUN ANGGARAN BERJALAN

A. Kondisi Lingkungan yang Mernpengaruhi Pencapaian KineIja
1. Faktor Internal

...........................................................................................................

2. Faktor Eksternal
...........................................................................................................
...........................................................................................................

B. Perbandingan Asumsi pada Waktu Menyusun Rencana Bisnis dan
Anggaran dengan Fakta yang TeIjadi
1. Aspek Makro

Asumsi Fakta
NO Uosur TA TA Ket

Berialan Berialan
1 2 3 4 . 5
1. Pertumbuhan ekonomi f%\
2. Tin"kat inflasi 1%\
3. Pertumbuhan pasar Io/.;!
4. Tingkat suku bunga pinjaman

1%\
5. KuTS valuta asin". fRn\
6. Ost .........................

Catatan: uraian diatas dapat mengacu pada indikator ekonomi setempat

Asumsi Fakta
NO Unsur TA TA Ket

Berialan Berialan
I 2 . 3 4 5
1. Pembiayaan pelayanan publik

sebagai fungsi Public Service
Obligation (PSO)

2. Kenaikan tarif lavanan
3. Penl"embanllan Ineninllkatan
4. Asumsi berkaitan dengan

analisis rasio keuan",m.
5. Ost .........................

2. Aspek Mikro

Target Reallsasi Prognosa
No ~enisPelayaDIUI Satuan Kinerja TA sId TA Ket

BerWan Bulan ...... Berlalan
1 2 3 4 5 . 6 7
1. .......................
2. .......................
3. .......................
4. Ost .................



17

C. Pencapaian KineIja
1. Non Keuangan

a. Pelayanan

Anggaram ReaUsasl Prognosa
Tahun sId Tahun Se1lslh (%)No Unit LayanRn Berjalan Bulan •••.•• Berjalan
(Rp) (Rpl (Rp)

1 2 3 4 5 6~(3-5)/3 .
I. .......................
2. .......................
3. .......................
4. Dst .................

Jumlah

Catatan: pada frolom jenis pelaya1Uln diisi masing-masing prespektij
balance scorecards dan indikatomya.

b. Pendukung Pelayanan

Jenls Target ReaUsasl Prognosa

No Pendukung SatuRn Kinerja TA sId TA Ket
Pelayanan BerWan Bnlan •••••• BerlaJan

1 2 3 4 5 6 7
I. .......................
2. .......................
3. .......................
4. Dst .................

Catatan: pada kolom jenis pendukung pelayanan diisi masing-masing
prespektij balance scorecards dan indikatomya.

2. Keuangan
a. Pendapatan berdasarkan Jenis Layanan

Anggaru ReaUsasl Prognosa

Unit Layanan Tahun s/4 Tahun Se1lslh (%)No Berjalan Bulan •••••• Berjalan
(Rp) (Rpl (Rp)

1 . 2 3 4 5 6~(3-51/3
I. .......................
2. .......................
3. .......................
4. Dst .................

Jumlah

b. Biaya berdasarkan Jenis Layanan
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c. Pencapaian Programinvestasi

Anggaran ReaUsasi PrognosaTahun sid
No Jenls mvestaai Berjalsn Bulan •••••• Tahun 8e1ls1h (%\

(Rpl IRp\
Berjalsn IRp\

1 2 3 4 . 5 . 6=13'51/3
1. Tanah
2. Gedungdan

bangunan
3. Peralatan dan

mesin.
4. Kendaraan

5. Perlengkapan
dan peralatan
kantor

6. Jalan, irigasi
daniaringan

7. Ost .................
Jumlah

D. LaporanKeuangan
1. Neraca

...................................................................................................

.... .
5

5 Digambarkan secara singkat posisi keuangan BUlJ) pada akhir periode pelapomn, realisasi sampai saat
menyusun RBA, dan prognosa sampat 31 Desember tahun anggaran betjalan.
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NERACA
PER •••••••••••.•....•.6

( dalam ribuan rupiah)

Tahun Beljalall
1_

Tahun A11ggaraJl ReallsaBt Prognosa 8e1lslh
UralaB 2u(1l.IJ Per 31 Per 30 Per 31

Desember JIlIli Desember (%1

IRPl IRPl IRPl
1 2 3 4 5 6=

(5-3113

I.ASET
A. Aset LaIlcar
1. Kas dan setara kas
2. Investasi jangka pendek

3. Piulanl< usaha
4. Piutan" lain-lain
5. Perscdisan
6. Uarut mum
7. Pendapatan yang masih
hams diterima

8. Dst ....................
J1IIl11ahAset Lo.llcar

B. InvestIlsI JlUIg1m PsI\IIlllg

C. Aset Tetap
1. Tanah
2. Gedung dan bangunan

3. Peralatan dan mcsin
4. Kendaraan
5. Pcrlcngkapan dan
neralalan kantor

6. Jalan, irigasi, dan
iarin2/U1

7.Dst ....................
J1IIl11ahAset Teta"
AkumBlasi pellYUButan - .. . ,
,'Roat bukii'iulCnetap''C'','''' '~~!','~'--',:':.' ~:.:.. ):.~. '.:.~'. .~':':-;..::.?~r;.;l;. :::;,,: c', ",'. ' "

D. ABet LalB-1aIB.
1. Aset keIjasama operasi

2. Aset sewa guna usaha

3. Aset tak berwuiud
4. Konstruksi dalam

san
5.Dst ................
Jumlah ABet LalB-lain

6 Diisi sesu.ai dengan tanggal penutupan Neraca.

,
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Tahun Berjalan
12=

Tahun ADggaran Ree1fsBSi Prognosa 8e1ls1h
Uralan 2D(n- Per 31 Per 30 Per 31

11 DeaemOOr Jun! Deaembcr (%1

fRPl fRPl fRPl
1 2 3 4 5 6=

15-31/3
JUMLAHASET
(A+B+C+DI

u. KEWAJIBAN
A. KeWl\l1haDJangka

Pendek

l. HUtan2Usaha
2. Hutan2 na;ak
3. Biaya yang masih

barns dibaVM

4. Hutangjangka
panjang yang jatub
temoo

6. Pendapatan yang
diterima dimuka

7. Kewaj;ban jangka
"""dek lainnva

8. Dst. ...........
Jumlah Kewajiban
Jangka Pendek

B. KeWl\llban Jangka
••••"Ian ••
1. Hutang jangka

panjang yangjatuh
tempo lebih dari
satu tahun

2. Dst ....................
Ja1Dlah KeWl\llban
JanlZka PanlaDJ[

JUMLAB KEWAJDlAN
IA+BI

m.EKUlTAS
1. Ekuitas awal
2. APBD
3. Hibah7

4. Donasi
5. Surplus atau Defisit

tahun lalu
6. Surplus atau Defisit

tahun berialan
7. Dst ....................

Jumlah Elmitas
JUMLAB KEWAJIBAN
DAli EKUlTAS en + IIiI

7 J-/ibah merupakan pemberian yang bera.<;aldan Pemerintah/ Pemcrintah Daerah lain
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2. Laporan Operasional

..................... 8

LAPORAN OPERASIONAL
PERIODE 9

(dalwn ribuau rupiah)

Tabun berjalan
12lam

Tahun Realisasl
UralaD 2xx(n-ll ADggaran aId Prognosa 8eUsIh

(Rpl
bDIaD••.•. (Rp) (%1

(Rp)

1 2 3 4 5 6=
15-31/3

A. PendsuataD
1. Jasa Iayanan

2. Hibah
3. Hasil kcriasama
4. Pendanatan dari APBD
5. Pcnd~natan dari APBN
6. Lain-lain pendapatan

BWD Vang sah.
Jamlah PendspataD
11+2+3+4+5+61

B. Blaw OnerasioDal
1. Bia= flf'lavanan
2. Biaya umum dan

administrasi
Jamlah Blaya
OuerasloDalIl +21
SUrplus (Dellsltl setelah
hla- 0 Dal/A-BI

C. PendspataD Non
OuerasloDal

D. Blaw Non OueraloDal
Surplus (Dellsltl sebelum
poB
SUrplus (Dellslt) sebelum
poB-poBluar hlaBa
1. Pendapatan dari

keiadian luar biasa
2. Biaya dati kejadian

luar biasa
SUrplua (Dellsltl tahun
berjalaD beralh

Gatata11:Penerimaan berosaI dari APBN dart APBD yang digwtakall untuk membcri pelayanan
kepada masyarakat diakui sebagai Pendapatan Jasa Layanan. Pemyataan tersebut,
supaya dimasukan dalam kebijakan akuntansi.

S Digambarkan secara singkat prognosa pendapatan dan biaya pada periode tahun berjaIan dengall
proyeksi tahun anggaran ben1rutnya.
9 Diisi Periode yang berakhir pada tanggal neraca.
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3. Laporan Arus Kas

to
LAPORAN ARUS KAS
PERIODE •••.•••.••.•.•••"

Metode Jangsung
(dalam ribuan rupiah)

Tahun berjaIan
12mm1

Tahun Reallsasl
.uraian 2xxIn-l) Anggamn sid f'rognosa Bellslb

(Rp)
bulan •.••. (Rp) (%)

(Rpl
1 2 3 4 5 6= (5-3)/~

A. Arns Kas Dari AktIvitas
Ooeraslonal
ArnsMasuk
J. Penerimaan dari jasa

layanan
2. Pendaoatan hibah
3. Pendapatan

kerjasama
4. Pendapatan dari

APBD
5. Pendapatan dari

APBN
6. Lain-lain pendapatan

BLVD van" sah
Arns Keluar
1. Biava lavanan
2. Biaya umwn dan

administrasi
3. Biava lain-Jain
Arns Kas Berslb dad
AktIvitas Operaslonal

B. Arns Kas dad Aktlvltas
Investasl
ArnsMasuk
1. Hasil penjualan aset

tetap
2. Hasil investasi
3. Hasil penjualan aset

Jainnva
Arns Keluar
1. f\:rolehan aset lct8.D
2. Pembelian investasi
3. Perolehan aset lainnya

.. _.
Arns Kas Berslb dad

.. ..

Aktlvltas Investasl
C. Arns Kas Dari Aktivltas

Pendanaan/Pemblsyaan
1. Penerirnaan hibah

10 Digambarkan secara singkal informasi mengenai penerimaan dan pengeluarun kas dalam suatu periode.
II Diisi Periode yang bemkhir pada tanggal nernca.
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2. Penerimaan dari APBD
3. Penerimaan dari APBN
4. Pcrolchan omiaman.
5. Pernba.~~n •.•n;aman
Arus Kas Bersih dar!
Aktivltas Pendanaanl
Pemblayaan

Kenaikan (Penurunan) Kas
Bersih
Kas dan 8etara Kas Awal
~SALDOKAS.

..

-- ~--- . - ..

LAPORAN ARUS KAS
PERIODE •.......•••.•••••••.1'
Metode Tidak langsung

Uraian Tahun Tahun berjalan
2xx(n.ll 12xxn)

Anggaran Rea1is8si Prognosa 8eUsih
IRP) s/4 (Rp) ("!o)

bulan •••..
IRp)

1 2 3 4 5 6= (5-3113

A. Arus Ras Dar! Aktlvltss
Oneraslonal .
1. SUrplus \1)eflslt)
tahun berjalan

2. Penyesua1an ke dasar
kas
a Biaya pcnyusutan

dan amortisasi
b. Kerugjan

pcnurunan nilai
c. dst ........

3. Perubahan aset
lancar
a. invcstasi jangka

nendek
b. Piutan"usaha
c. Piutan" lain-lain
d. Persediaan
c. Uanl>muka
f. Pendapatan yang

masih harus
diterima

4. Perubahan keWl\Jlban
ian"ka nendek
a. Hutangusaha

b. Hutang pajak
c. Siaya yang masih

harus dibayar

12 Diisi Periode yang berakhir pada tanggal neraca.
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d. Hutangjangka
panjang yang
jatuh tempo
daJam satu tahun

e. Pendapatan yang
diterima di muka

f. Hutangjangka
pendek lainnya

Arus Kas Bersih dari
AIrtivltas Operaslonal

B. Arus Kas dari AIrtivltas
Investasi
ArusMasuk
1. Hasil penjuaJan aset
tetap

2. Hasil investas;
3. Hasil penjualan aset

lainnva
Arus Keluar
1. Pcrolehan aset tetap
2. Pernbelian investasi
3. Pcrolehan aset lainnya
Arus Kas Berslh dari
Aktivitas Investasl

C. Arus Kas Dari Aktlvltas
Pendanaan/Pembiaysao
1. Tambahan Equitas
2. Penetirnaan hibah
3. Penerirnaan dari APBD
4. Penerirnaan dari APBN
5. Pcrolehan piniaman.
6. Pernbavaran oiniaman
Arus Kas Bcrslh dar!
Aktivitas Pendansg"1
Pembiaysan

KenaiksD (penunman) Kas
Berslh
Kas dan Setara Kas AwaJ
~~ALI)() KAS ..
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4. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0_' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 13

BLUD ••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PERIODE ••••••••••••••••••••••14

a. Umum

b. Kebijakan Akuntansi

c. Penjelasan pos-pos laporan keuangan.
Sebagai contoh untuk pos kas dan setara kas, dan piutang usaha.
1) Kas dan setara kas, terdiri dari :

Anggaran ReaUsasl Prognosa 8elisih

Uraian tahun sId tahun ('Yo)
berjaJan bulan ••••. berjaJan

1 2 3 4 Sc(4-2Ij2

Kas di bendahara
Kas ill bendahaTH
Giro Bank ............
Giro Bank ............
Tabunvan Bank ...
Tabungan Bank ...
Deoosito Bank .....
Denosito Bank .....

JUMLAH

2) Piutang usaha, terdiri dari :

ADggaran Reallsasi Prognosa 8elisih

Uraian tahun sId tahun (%)
berjaJan bulan ••••• berjaJan

1 . 2 3 4 5=/4-2112
Piutang kepada .....
Piutanp keoada .....

JUMLAH

d. Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan .
................................................................................................................
................................................................................................................

E. Hal-hal lain yang perlu dijelaskan terkait dengan pencapaian kineIja

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

13 Pengungkapan alas haI~haI yang periu dijelaskan dan yang wajib disajikan dalam laporan keuangan.
14DUsi Periode yang berakhir pada tanggal neraca.
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BABm
RENCANA BI8m8 DAN ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
TAHUN ANGGARAN •••••••••••••••••••••16

A. Kondisi Lingkungan yang Mempengaruhi
1. Analisis Internal

a. Kondisi Pelayanan
II Kekuatan:
•
•
•

2) Kelemahan:
•............................................................................................... . .. . - - .

b. Kondisi Keuangan
1) Kekuatan:
•
•
•

..............................................................................................

. _ .

. - .
2) Kelemahan:
• ............................................................................................... . .
• ..............................................................................................

c. Kondisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia
1) Kekuatan:. . .. . .
• . .

2} Kelemahan:
•..............................................................................................
•
•

..............................................................................................

..............................................................................................
d. Kondisi Sarana dan Prasarana

1) Kekuatan:
•
•

..............................................................................................

............................................................................................... .
2) Kelemahan:
•
•
•

..............................................................................................

. .

. .

2. Analisis Ekstemal
a. Peraturan Perundang-Undangan yang terkait

...........................................................................................................

........ .

... .
b. Kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah tentang pembiayaan

pelayanan pub1ik sebagai fangsi Public Service Obligation (PSO).
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

15 Diisi Tahun Anggaran yang dianggarkan
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c. Kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daer'ah tentang SDM/PNS

...........................................................................................................

d. Perkembangan sosia! budaya dan tingkat pendidikan masyarakat

...........................................................................................................

...........................................................................................................

e. Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

f. Keadaan persaingan dengan industri yang sejenis
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

g. Keadaan perekonomian baik nasiona! maupun internasiona!
...........................................................................................................
...........................................................................................................
......... .

B. Asumsi yang digunakan
1. Aspek Makro

No Uralan Asums! TA ••.••••,.

l. Pertumbuhan ekonomi (%)

2. Tin!!kat intlasi (%)

3. Pertumbuhan pasar (%1

4. Tingkat suku bunpa pin;aman (%)

5. Kurs fRp)
.

6. Dst .........................
Catatan: umian diatas dapat "mengacupada indikator ekonomi setempat

2. Aspek Mikro

No Uraian Asumsi TA..... 1?

l. Pembiayaan dari pemerintah daerah sebagian
fun~si Public Seroice Obligation (PSO)

2. Rata~rata kenaikan tarif layanan
3. PenpembanganjPeninld<atan pelavanan
4. Dst .........................

Dijelaskan implikasi masing-masing asumsi terhadap rencana kineIja,
dapat berupa persentase, pertumbuhan, kenaikan/penurunan .
................................................................................................................
.................................... ~ ~ ~ ~ .

16 Diisi Tahun Anggaran yang dianggarkan.
17 Diisi Tahun Anggaran yang dianggarkan.
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C. Sasaran, Target Kinetja dan Kegiatan
1. Pelayanan

No Jenls Sasaran Indilmtor'• Target Kegiatan
Pelavanan

1 ....................
2 ....................

3 ....................

4 ....................

2. Pendukung Pelayanan

Jenis
No Pendukung Sasaran Indikator19 Target Kegiatan

Pelayanan
1 ....................
2 ....................
3 ....................

4 ....................

D. Program Ketja dan Kegiatan
1. Prgram Ketja:
Program Peningkatan Pelayanan .

2. Kegiatan:
a. Pelayanan, terdiri dati:
1) Pelayanan .
2) Pelayanan .
3) Pelayanan .
4} Dst .

b. Pendukung Pelayanan, terdiri dati:
1) Pendukung Pelayanan .
2) Pendukung Pelayanan .
3} Pendukung Pelayanan .
4) Dst .

E. Perkiraan Pendapatan
1. Pendapatan Pelayanan

Sumber Pendapatan
Prognosa Proyeksl

No Tahun 2:R:xx- 1 Tabun 2:R:xx
fRIll /RBI

1 2 3 . 4
1. Jasa Lavanan
2. Hibah
3. Kerjasama
4. APBD
5. APBN
6. Lain-lainPendapatan

BLVDvane:sah
Jumlah . .

1,& Viis! indikawr pada Slandar Pelayanan Minimal.
19 Diisi indikator pada Standar Pelayanan Minimal.
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2. Pendapatan Pendukung Pelayanan

Swnber Pendapatan
Prognosa Proyeksi

1110 Tahun 2xxx - 1 Tahun2xxx
(RIll (RIll

1 2 3 4
l. Jasa Lavanan
2. Hibah
3. Keriasama
4. APBD
5. APBN
6. Lain-lain Pendapatan

BLUDyang sah
Jumlah

3, Total Pendapatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan

1110 Jnnis Pelayanan Jumlah Keterangan
1 2 3 4
A. Pendaoatan
l. .......
2. .......
3. .......

4. .......
5. 0' ___ "

6. .......
7. ........

Jumlah
B. Pendapatan Pendukung

Pelayanan .....
l. .......
2. .......
3. .......
4. .......
5. .......
6. .......
7. .......

Jumlah
Total
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F. Perkiraan Biaya
1. Biaya Pelayanan

PrOImllD : Pe ••_-~ tan PelavaDan •••••••••••••••••••• 0 •••••

Keglatan: l. Pelayanan .................................
In4lkator Tolok Ukur Klnerla Tarl<et Klnerla

Inpnt

Output l. ................................ _- ......
2 . ........................................

Outcome ..........................................
.........,.

Anu;aran Blaya

RiDclan Blaya Jumiah
Komponen Blaya Angganm

Jumlah Batuan Barga (Rpl
. satuan .

. I 2 3 4 5= (2X4J
I\. Blaya Pelayanan

l. Biaya pegawai
............. """"

.....................
2. Biaya bahan

(tennasuk harga
pokok baraog yang
diiuall
.....................
......... - ...........

3. Biaya jasa pelayanan

........... -.-_ ......

.....................
4. Biava pemeliharaan

.....................

.....................
5. Biaya barang dan

jasa

............... - .....

.....................
6. Biaya depresiasi

.....................

..................... .

7. Biaya pelayanan
lainnya
.....................
................ - ....

B. Blaya Umum Dan

1. Biava oegawai
.....................
.....................

20 Dopat diisi dengan target terkait dengan Slandar Pelayanan Minimal.



31

1 2 3 4 5 ~ /2X41

2. Biaya administrasi
kantor
.....................
.....................

3. Biaya pemeliharaan
.....................
.....................

4. Biaya barang dan
jasa
.....................
.....................

5. Biaya promosi
.....................
.....................

6. Biava depresiasi
.....................
.....................

7. Biaya umum dan
administrasi Jajrmya .
.....................
.....................

c. Blava NOD Operaslonal
1. Biaya bunga

.....................

.....................
2. Biaya administrasi

bank

.....................

.....................
3. Biaya kerugian

penjualan aset tetap

.....................

.....................
4. Biaya kerugian

penurunan nilai kurs

.....................

.....................
5. Biayanon

operasionallainnya

.....................
.....................

D. Peul!elUarBn IDvestasi
l. Pembelian surat

berharga

.....................

.....................
2. Pengemaran

pembelian tanah

.....................

...... ............ ...
3. Pcngcluaran

pembelian gedung

.....................

..... - ...............
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4. Pengeluaran untuk
peralatan dan mesin

.....................

.....................
5. Pengeluaran sarana

fisik lainnya

.....................

.....................
Eo Pe••••eluaran

1. Pengeluaran
pembayaran hutang
1.1. Pokok...............
1.2. bunga dan

administrasi. ......
1.3. Komisi, provisi,

denda .........

2. DoL ..............
.....................
Jnmlah Blaya
tA+B+C+D+EI

.....................•..................... 20xx
Kepala Unit Pelayanan ...............

( ...................................... )

Catatan: Format ini dibuat untuk setiap jenis pelayanan.

2. Biaya Pelayanan

ProImUll: Pe tan Pelavanan •••••••••••••••.••••••••••
Keglatan : 2. Pendnknng Pelayanan •••.•.•..••••••••;••..••••.•.••••

Indikator ToJokUknr Klnerja TargetKlnerja
Inont

OUtput 1. ........................................
2 . ........................................

OUtcome ............................... ..........
......... 21

" AnmaranBlaya

Rlnclan Blaya JnmIah
Komponen Biaya " Anggaran

Jum1ah Satnan Harga (Rpl"
aatnan " "

1 2 3 4 5=/2X4I
11.. Blaya Pelayanan

1. Biava nellawai
.....................
.....................

21 Dapat diisi dengan target terkait dengan Standar Pelayanan Minimal.



2. Biaya bahan
{tcrmasuk harga
pokok barang yang
diiuall
.....................
.....................

3. Biaya jasa pelayanan

.....................

...... -..............
4. Biava oemeliharaan

.....................

.....................
5. Biaya barang dan

jass.

.....................

.....................
6. Biaya depresiasi

.....................

.....................
7. Biaya pelayanan

lainnya
.....................
.....................

lB. BiayaUmum Dan
I

l. Biava oeeawai
....- ........ __ ......
.....................

2. Biaya administrasi
kantOI'
.....................
.....................

3. Biaya oemeliharaan
...... -_ ........ -_ ...
.....................

4. Biaya barang dan
jasa
.....................
.....................

5. Biaya promosi
............. - .......
.....................

6. Biaya deoresiasi
.....................
.....................

7. Biaya umumdan
adtrrinistrasi lainnva .
.....................
.....................

Ie. Biaya Non Onerasional
1. Biaya bunga

.....................

.....................
2. Biaya administrasi

bank

.....................

33
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.....................
3. Biaya kerugian

penjua1an aset tetap

.....................

.....................
4. Biaya kerugian

penunma11 nilai kurs

................... - .

.....................
5. Biaya non

operasionallainnya

.....................

.....................
D. Penge1uaran Invest.sl

1. Pembelian surat
berharga

.....................
.....................

2. Pengeluaran
pembelian tanah

.....................

.....................
3. Pengeluaran

pembelian gedung

.....................

.....................
4. Pengeluaran untuk

peralatan dan mesin

.....................

.....................
5. Pengeluaran sarana

fisik lainnya

.....................

.....................
~.Pengel11S1'Sn

3. Pengeluaran
pembayaran hutang

3.1. Pokok ...............
3.2. bungs dan

administrasi .......

3.3. Komisi. provisi,
denda .........

4. Dst ................
.....................
Jumlsh Blaya
(A+B+C+I>+E)

.....................• ........... __._...... 20xx
Kepala Unit Pelayanan ...............

(...................................... j

Catalan: Format ini dibuat untuk setiap jenis pendukung pelayanan.
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3. Total BiayaPelayanandan PendukungPelayanan

Blaya Operaalonal

Unit Pelayanan Blaya Blaya Non Jum1ab
No Blaya Opera.lonal BlayaUmum clan

Pelayanan
Mmlnlstraal

1 2 3 4 5 6
A.
I ...................
2 ...................
3 ...................
4 OsL ............
B. PENDUKUNG

PELAYAI'IAl'i
I ...................
2 ...................
3 ...................
4 O.t .............

TOTAL
BIAYA

G. Anggaran Badan Layanan Umum Daerah
Anggaran BLUD merupakan penjabaran program kegiatan usaha dalam
satuan uang berdasarkan pendapatan dan pengeluaran, baik yang dananya
bersumber dari pendapatan jasa layanan maupun APBD/APBN.
1. Anggaran Pendapatan

Berdasarkan sumber pendapatan, berasal dari:
a. Jasa layanan;
b. Hibah;
c. Hasil kerjasama;
d. APBD;
e. APBN;dan
f. Lain-lain pendapatan BLUDyang sah

Penyajian anggaran pendapatan BLUD,dengan format sebagai berikut:

ANGGARA1'l PEliDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
BERDAIlARKAN SUMBBR PENDAPATAN

Ida/am ribuan 1UDiah

Prognosa Prognosa Perldraan
Tahnn Tahnn Ml\JU

No Uralan ~ ~ (Forward 8e1ls1h 1%)
•••••••• 22 •••••• %'0 Estimate)
IRp) (Rpl IRp)

1 2 3 4 5 6-14-31/3
I. Pendapatan jasa

lavanan
a . ...................
b . ...................
c. Dst .............

2. Hibah
a . ...................
b . ...................

22diisi tahun anggaran berjaIan
2J diisi tahun yang dianggarloon
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3. Hasil keIiasama
a. Hasil kcJjasama
dengan ...........

b. Hasil keIjasama
dengan ......

c. Osl .......... 24

4. endapatan daIi APBO
a Operasiona!
b. Investasi
c. D8t ..........

5. endanatan dart APBN
a Onerasional
b. Investasi
c. Osl ..........

6. :.ain-Jain pcndapalan
,LUD yang sah
a. hasil penjualan
investasi dan aset
lelap.

b. basil pemanfaatan
kekayaan.

c. Jasa lliro.
d. Pendapatan bunga.
e. keuntungan selisih

niIai tukar rupiah
terhadap mata uang
asing.

f. basil inveslasi.
2. Penerimaan niniaman
h. Dsl .................

Jumlah

2. Anggaran BiayajPengeluaran
a. Biaya Operasional BLUD,meliputi:

1) Biaya pelayanan, terdiri dari:
(a) biaya pegawai;
(b) biaya bahan;
(e) biaya jasa pelayanan;
(d) biaya pemeliharaan;
(e) biaya barang dan jasa;
(f) biaya depresiasi; dan
(g) biaya pelayanan lainnya yang berhubungan erat dengan

kegiatan pelayanan.
2) Biaya umum administrasi, merupakan biaya operasional yang

tidak secara langsung berhubungan dengan pelayanan yang
diberikan BLVD,meliputi:
(a) biaya pegawai;
(b) biaya administrasi kantor;
(e) biaya pemeliharaan;
(dl biaya barang dan jasa;
(el biaya promosi;
(f) biaya depresiasi; dan
(g) biaya umum dan administrasi lainnya.

b. Biaya Non Operasional, meliputi:
1) biaya bunga;

24 dimungkinkan ada lampiran tersendiri.
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2) biaya administrasi bank;
3) biaya kerugian penjualan aset tetap;
4} biaya kerugian penurunan nilai kurs; dan
5} biaya non operasionallainnya.

c. Pengeluaran untuk Investasi, meliputi:
I) pembelian surat berharga
2) pengeluaran pembelian tanah;
3} pengeluaran pembelian gedung;
4) pengeluaran untuk peralatan dan mesin; dan
5) pengeluaran sarana £isiklainnya.

d. Pengeluaran untuk Pendanaan/Pembiayaan, meliputi:
1) pengeluaran pembayaran hutang;
2) dst .
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Penyajian anggaran biaya/pengeluaran BLUD,dilakukan dengan Format sebagai berlkut:
1. Anggaran Biaya/Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Sumber dan A10kasiDana

Tahun Anggaran .....25

No AIokasl Sumber Dana Tahun Anggaran ..•.••.• Jumlab

Bla1a Jaaa Hlbab Kerja.ama APBD APBN Lain-lain Pandapatan
Iavanan BLUDvan2 sab

1 2 3 .4 6 6 7 8 9

I. BIAYAOP&RA810NAL

A. BlAYAP&LAYANAN
1. Biava oe2Bwai

1.1... ..........
1.2.............

2. Biava bahan
2.1. ............
2.2 .............

3. Biava jasa pelavanan
3.1. ............
3.2 .............

4. Biava oemeliharaan
4.1. ............
4.2 .............

5. Biaya barang dan jasa
5.1. ............
5.2 .............

6. Biaya depresiasi
6.1. .........................
6.2 ..........................

25 Dust' tahun anggaran y'ang dianggarkan..
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1 2 3 4 6 6 7 8 9 .

7. Biaya pelayanan lainnya
7.1. ............
7.2 .............

B. BIAYA UMUM DAN
1. Biaya pegawai

1.1. ............
1.2.............

2. Biaya aciministrasi kantor
2.1. ............
2.2 .............

3. Biaya pemeliharaan
3.1. ............
3.2 .............

4. Biaya barang dan jasa.
4.1. ............
4.2 .............

5. Biaya promosi
5.1. ............
5.2 .............

6. Biaya depresiasi
6.1. ............
6.2 .............

7. Biaya umum dan
administrasi Lainnya
7.1. .............
7.2 .............
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
11. BlAYA NON OPERASIONAL

1. Slaya bunga
1.1.............
1.2.............

2. Slaya admlnlstrasi bank
2.1. ............
2.2 .............

3. Slaya kerugian penjua1an aset
tetap
2.1. ............
2.2 .............

4. Biaya kerugian penurunan nilai
kurs
3.1. ............
3.2 .............

5. Biaya non operasional
lainnya
4.1. ............
4.2 .............

m PENGELUARAN INVESTASI

1. Pembelian surat berharga
1.1. ............
1.2.............

2. Pengeluaran pembelian
tanab

2.1. ............
2.2 .............
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
3. Pengeluaran pembelian

gedung
3.1. ............ ,
3.2 .............

4. Pengeluaran untuk
peralatan dan mesin
4.1. ............
4.2 .............

5. Pengeluaran sarana fisik
lainnya
5.1. ............
5.2 .............

IV PENGELUARAN PENDANAANI
PEMBIAYAAN

1. Pengeluaran pembayaran
hutang
1.1. Pokok............
1.2. Bunga dan

administrasi ...........
1.3. Komisi, provisi,
denda ......

2 dst.. ....
JUMLAH
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2. Anggaran Biaya/ Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan
Jenis Anggaran

Jenls ADggaran Total
No Jenls Blays BeiaJlla Belal\la Belanja Blays

Pegawal Baraag Modal
dan Jasa

1 2 3 4 5 6
I. BIAYA OPERASIONAL

A. BIAYA
1. Bieya pegawai

1.1.. ...........
1.2.............

2. Biaya bahan
2.1. ............
2.2 . ............

3. Biava iasa Dclavanan
3.1. ............
3.2 . ............

4. Bieya pemeliharaan
4.1. ............
4.2 . ............

5. Biaya barang dan jasa
5.1. ............

5.2 . ............
6. Biaya depresiasi

6.1. ............
6.2 . ............

7. Bieya pclayanan lainnya
7.1. ............
7.2 . ............

B. BIAYA UMUMDAN
ADMII'iISTRASI

1. Biaya pegawai
1.1. ............
1.2 . ............

2. Biaya administrasi
kantor
2.1. ............
2.2 .............

3. Bieya pcmcliharaan
3.1. ............

3.2 . ............
4. Biaya barang dan jasa.

4.1. ............
4.2 . ............

5. Biaya promosi
5.1. ............
5.2 . ............

6. Bieya depresiasi
6.1. ............
6.2 . ............
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Jenls Anggaran
110 Jenls Blays Belanja Belanja Belanja Total

""gawal Barang Modal Blays
dan Jasa

1 2 3 4 5 6
7. Biaya umum dan

administrasi
7.1. ............
7.2 .............

n. BIAYA11011

1. Biaya bungs
1.1. ............
1.2 .............

2. Biaya administmsi
2.1. ............
2.2 .............

3. Biaya kerugian
penjualan aset tetap
3.1. ............
3.2 .............

4. Biaya kcrugian
penurunan nilai kurs
4.1. ............
4.2 .............

5. Biaya non
5.1. ............
5.2 .............

ill PEIIGELUARAII

1. Pcmbclian surat
berharga
1.1. ............
1.2 .............

2. Pengeluaran pembelian
tanah
2.1 . ............
2.2 .............

3. Pengeluaran pembclian
ReduIlI!
3.1. ............
3.2 .............

4. Pengeluamn untuk
peraJatan dan mcsin

4.1. ............
4.2 .............

5. Pengeluaran samoa fisik
lainnva
5.1. ............
5.2 .............
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JeDis
No Jcnls Blaya Bclanj. Bclal\i. Bclal\i. Total

Pegawal Barang Modal Biaya
dan J •••

1 2 3 4 5 6
IV PENGELUARAN

PEllDANAANI
PEMBIAYAAN

1. Pengeluaran
pcmbayaran hutang
1.1. Pokok. ...........
1.2. Bung. dan

administrasi ......

1.3. Komisi. provisi,
denda ......

2 dst.. ....
Jumlah

H. Ambang Batas Rencana Bisnis dan Anggaran
Besaran ambang batas dalam RBA ini adalah % dari biaya yang
bersumber dari pendapatan jasa Jayanan.
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BABIV
PROYEKSINERACA

TAHUN ANGGARAN 26

IL Nemca

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 27

PROYERSI NERACA
PER 31 DESEMBER ••••••.•••28

fda/am ribuan rupiah)

Prognosa TA Proyelml TA

Uralan
2xxx (2xxx + II Sellslh
(Rpl (Rp) (%1

1 2 3 4=13.21/2
I. ABET
A. ABet LeDcsr
1. Kas dan selara kas
2. Investasi jangka pendek
3. Piutang usaha
4. Piutang lain.Jain

5. Persediaan

6. Uangmuka
7. Pendapatan yang masih

harus diterima

8. Dst ....................
JumJah ABet Lancsr.

B. Investa.1 Jangka Panjll!ll:
C. ABet Tetap
1. Tanah
2. G.dung dan bangunan
3. Peralatan dan mesin
4. Kendaraan
5. Pcrlengkapan dan

peralatan kantor

6. Jalan, irigasi, dan
jaringan

7. Konstruksi dalam
pcngeIjaan

8. Dst ...................
AkumuJaslpenynsumn

JumJah ABet Temp

Nl\ai buku aset tetap

16DUs; Taillm Anggaran yang dianggarknn
27Digambarkon secaro singkm prognosa pas/.f! keuangan BLVD patio althiT tabun anggaran berjaJan don proyeksi posisi
keuangan BLUD patio periodc tabun yang akon dolang.
21Diis; Talntn Anggoran yang dianggorkbn
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1 2 3 4=13-2112
D. ABet Lain-laiD.

1. Asct kerjasama opcms

2. Aset sewa guns usaha

3. Asct tak berwujud
4. Dst.. ..............

Jumlah ABet Laln.laln

Jumlah ABet (A+B+C+D)

U. KEWAJIBAN

A. KeWl\llban Jangka
1. Hutang usaha
2. Hutang pajak
3. Biaya yang masih

hams dibavar.
4. Hutangjangka

panjang yangjatuh
tempo dalam satu
tahun.

5. Pendapatan yang
diterima di muka

6. Hutang jangka pendek
lainnya

7. Dst.. ................
Jumlah Kewajlban
Jaoglm Pendek

B. KewajlbanJaogIm
PanJang.

1. Hutangjangka
panjang yang jatuh
tempo lcbih dari salu
labun

2. Dst ................
Jnmlah Kewajlban
JaogIm Plu\Jang.

Jumlah Kewajlban (A+B)

m.EKUlTAS
1. Ekuitas awal
2. APBD
3. Hibah

4. Donasi

5. Surplus/ (Defisit)
tahun lalu

6. Surplus/ (Defisil)
labun beJjalan

7. Dst .................
Jumlah Elmitas

Jumlah Kewajlban dan
Elmitas
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B. Laporan Operaslonal

••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••.••••.•••.•.••.•••..•••••..•.••..••.•.••••.•••..•••••••••.•.•.••••••.•.••.•••.•..•..•.•. 29

PROYERSI LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN ••.•••••.••.••••

dalam ribuan "",iah
Prognosa Proyeksi Seli.ih

Komponen TA 2""" TA (2""" + 1)
(%)

IRol fRol
o.

1
- - -_. .. --

3
.... ._-- ...

4=(3-2)/22

--
A. Pendapatan

1- Jasalavanan
2. Hibah
3. Hasil Keriasama
4. Pendaoatan dan APBD
5. Pcodapatan dan APBN
6. Lain-lain pendapatan BLUD

_sah
Jumlah Peudapatan

11+2+3+4+5+61
B. Blaya Operaalonal

1- Biava oelavanan
2. Biaya umum dan

administrasi
Jumlab Blaya Operasloual (1+2)

Snrplusl (Dellslt) Betelah Blaya
OperaslouallA-BI

C. Pendapatan Non Opera.loual

D. Blava Non Oueraatoual
Snrplus 1(De1ls1t1sebelum
pas Keunt1lllglln/Kerodan
Snrplus IlDeIlsIt) Bebelum
Pos-Pns Luar Blass
1- Pendapatan dari kejadian

luar biasa
2. Biaya dari kejadian

luarbiasa
SURPLUS fDEFlSITI TABUN
BERJALAN BERSIH

29Digambarkan secara singkat prognosa pendapatan dan biaya pada periodc tahun beTjalan dengan
.groyeksi tahun anggaran berikutnya.

.oil.';; TahW1 Anggaran yang dianggarkLm
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c. Laporan Arus Kas

.•..••....•••..•.••......•.•....•....•.•..•••.•.•.•..•.•....•......•.•.••••...•.•..•.•......•.••..••...•.•...••.•.•.••.•....•...•....••.• 31

PROYEKSI LAPORAN ARUS KAS
TAHtJH •••••... 32

(Metode IaDgsDngl

(dalam ribuan rupiah)

Prognosa ProyelW
Komponcn TA2xKx TA2xKx+l Sellalh

(Rp) (Rp) (%)

1 2 3 4=13-21/2

A. Arus Kas Dar! Alrtlvltas
ArusMasuk
1. Pcncrimaan dari iasa lavanan
2. Pendapatan hibah
3. Pendapatan keriasama
4. Pendaoatan APBD
5. Pendapatan APBN
6. Lain-lain pendaoatan BLVD vanj!
Aros ReIDat
1. Biavs lavanan
2. Bia.va umum dan administrasi
3. Biava lain-lain
Arua Kas Beralh dart aktlvltae
OoeraioD81

D. Arus Kas Dar! Alrtlvltas Inveslasl
Arus Masuk
I. Hasil penjualan aset tetan
2. Hasil oenjualan aset lain-lain.
3. Hasil invcstasi
4. Hasil oeniua1an aset lainnva
Arus Keluar
I. Perolehan aset tetao
2. Pembclian investasi
3. Perolehan aset lainnva
Arua Kas Beralh dar! Alrtlvltas IDvestasl

C. Arua Kas Darl AIrtIvItas PendaDaan/
Pemblavaan

1. Tambahan ekuitas
2. Penerimaan hibah
3. Penerimaan dan APBD
4. Penerimaan dan APBN
5. Perolehan oiniaman.
6. Pembavaran oiniaman
Arua Kas Beralh darl Alrtlvlta.
PendaDBanl PemblaY880

Reoal1<an lPenunmanl Kae Beralh
Kae daD Setara Kae Awal

JUMLAB BALDOKAS

31Digambarkan secara singkaf informasi mengenai progrwsa penerimaan dan pengeluaron kas toiwn
~n betjalan dan proyeksi pcnerimaan dan pengeluaran kas taJw.nanggaran berikutnya.

32 Diisi Tahun Anggaran yang dianggarlcan.
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PROYEKSI LAPORAN ARUS KAS
TAHUN •••••... 33

(Metode tidal< tangsung)

(dalam )

Prognosa ProyellSl
Komponen TA 2XJD< TA 2XJD<+ 1 8e1ls1h

(Rp) lRP) (Ok)

1 2 3 4=13-21/2

1\.Ares Kas Dart Aktlvltas
1. SUrDlus Idelisit1 tahun beriaJan
2. Penvesuaian ke dasar kaB

a. Biays penyusutan dan amortisasi
b. Kerugian penurunan nilai
c. dsL. ......

3. Pcrubahan asct lanca.r
a. Investasi ian2ka oendek
b. Piutan"usaha
c. Piutane: lain-lain
d. Pcrsediaan
e. Uan" muka
f. Pendapatan yang masih harus

diterima
4. Perubahan kewaiiban ian2ka

a. Hutan" Usaha
b. Hutan" Paiak
c. Biava van. masih hams dibavar.
d. Hutangjangka panjang yangjatuh

t.empo dalam satu tabun.

e. Pendapatan yang diterima di muka
f. Hutan. ian2ka oendek lainnva
Arus Ras 8erslh dati aktlvitas
O-rsslonaJ

B. Ares Kas Dart AktivitaB Invesmsl
Arus Masuk
1. Hasil penjuaJan aset tetap

2. Hasil investasi
3. Hasil penjualan aset lainnya

Arus Kelnar
1. Pcrolchan ssct tetap
2. Pembelian invcstasi
3. Perolehan aset lainnya
Arus Kas Berslh dari AIrtivItaa

C. Arus Ra. Dart AktivItaB Pendanaanl
Pemblayaan

1. Tambahan ekuitas
2. Penerimaan hibah
3. Pcnerimaan APBD
4. Penerimaan APBN

5. Perolehan pinjaman.
6. Pembayaran pinjaman

33 Diisi TaJwn Anggaran yang dianggarkan.

•••
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Ams Kas Berslh dar! Aktlvltas
Pendsnaon/ Pembloyoon

Kenalkan tPenurunanl Kas Berslh
Kas don Setaro Kas AwaI

JUMLAH BALDOKAS

D. C8tatan atas Laporan KeuangaD.

BADA1'l LAYA1'lA1'lUMUM DAERAB. ••••••••••••••••••••••
CATATA1'l ATAS LAPORA1'l KEUA1'lGA1'l

PERIODE •.••...........•.... 34

B. Umum

b. Kebijakan ilkuntansi

c. Penjelasan Pos-pas Laporan Keuangan Dijelaskan tentang pos-pos dati laporan
keuangan. Sebagai contoh untuk pas leas dan setara kas, dan piutang usaha.

1) Kas dan setara kas, terdiri dari:

Prognosa Proyeksi SeUsih
Ursion TA2XXX TA2XXX + 1 (%1

(RIll 'Rill
1 2 3 4-{3-21/2

Kas <Iibendahara
penerimaan
Kas di bendahara
pengeluaran
Giro Bank .............
Giro Bank .............
TabunMll Bank ....... -
TabuIWlIl Bank .......
Deoosito Bank ........
Deoosito Bank ........

JUMLAH

2) Piutang usaha, terdiri dari:

Ursion Prognoso Proyeksl TA SeUsIh
TA 2Xl'D< 2xlm+l 1%1

1 2 3 4c(3-21/2
Piutang kepada
.........
Piutang kepada
.........
Piutang kepada
.........

JUMLAH

H Diisi Periode yang bero.khir pada tanggal neraca.
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d. Penjelasan Atas Infonnasi-Informasi Non Keuangan
.............................................................................................................. , : .

BABV
PENUTUP

A. Hal-Hal Yang Perlu Mendapat Perhatian Dalam Rangka Melaksanakan Kegiatan Badan
Layanan Umum Daerah

B. Kesimpulan

........................... , 20XX

BLUDRSUD Kabupaten Majalengka
Pemimpin BLUD

~ J

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

SUTRISNO

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN MAJALENGKA,

GUlf GUlf M.D .• S.H .• M.Pd.
NIP. 19680327 199603 I 003
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PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
Nomor 13 Tahun 2017
Tanggal: 16 Agustus 2017
Tentang: PEDOMAN PENGELOLAAN. KEUANGAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH DI KABUPATEN
MAJALENGKA.

FORMAT DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAANANGGARAN
BADAN LAYANANUMUM DAERAH DPA-BLUD

SKPD/UNITKERJARSUD ......... KABUPATENMAJALENGKA

RlNGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BIAYA/PENGELUARAN
BADAN LAYANANUMUM DAERAH

Urman JumlahlRP\
1 2 3
A PENDAPATANBLUD
1 Jasa Layanan
2 Hibah
3 Hasil Ketjasama dengan pihak lain
4 APBD
5 APBN
6 Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah

JUMLAH
B BIAYABLUD
1 Biaya Operasional
2 Biaya Non Operasional
3 Pengeluaran Investasi
4 Pengeluaran PendanaanjPembiayaan

JUMLAH
SumIus lOelisit

Tempatj tanggal/bulan jtahun
Mengesahkan

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

Nama
NIP

Catatan:
Perulapatan dan Biaya (Pengeluaran), menggunakan basis kas.
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DOKUMEN PELAKSANAANANGGARAN
BADANLAYANANUMUM DAERAH DPA-BLUD

SKPD/UNIT KERJA RSUD .................. KABUPATEN
MAJALENGKA

Anggaran Pendapatan BLUD

No Uraian Jumlah Keterangan

1 \2 3 4
1. Pendaoatan iasa lavanan

a............
b ....................
c. Dst .............

2. Hibah
a....................
b ....................
c. Dst .............

3. HasH kenasama
a............
b .............
c. Dst.. .............

4. Pendanatan dati APBD
a. Qperasional
b. Investasi
c. Dst ..........

5. Pendapatan dati APBN
a. Qperasional
b. investasi
c. Dst ..........

6. Lain-lain Pendaoatan BLUDyang sah
a. hasil oeniualan investasi dan aset tetao.
b. hasil pemanfaatan kekayaan.
c. iasa giro.
d. nendaoatan bunea.
e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap

mata u~ asing.
f. hasil invcstasi.
e. Penerimaan piniaman
h. Dst ................
Jumlah Pendapatan . .

Tempat/ tanggal/bulan /tahun
Mengesahkan

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

Nama
NIP
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DOKUMENPELAKSANAANANGGARAN
BAnANLAYANANUMUMDAERAH DPA-BLUD

SKPD/UNITKERJA RSUD ........... KABUPATENMAJALENGKA

AI'IGGARAl'I BIAYA/PE1'IGELUARAl'I BADAI'I LAYAI'IAI'I UMUM DAERAH
TAHU1'I AI'IGGARAl'I •••••••

1'10 ALOKASI BIAYA/PE1'IGELUARAl'I JUMLAH
I. BIAYA OPERASIONAL
A BIAYA PELAYAI'IAI'I

1. Biaya pegawai
2. Biaya bahan
3. Biays jasa lsyanan
4. Biaya pemeliharaan
5. Biaya barang dan jasa
6. Biaya depresiasi
7. Biaya pelayanan lainnya
Jumlab

B BIAYA UMUM DAI'I ADMIl'lISTRASI
1. Biaya pegawai
2. Biaya adrninistrasi kantor
3. Biaya pcmcliharaan
4. Biaya barang dan jasa
5. Biaya promosi
6. Biaya depresiasi
7. Biaya urnum dan administrasi lainnya
Jumlab

n. BIAYA N01'l OPERASIONAL
1. Biaya bunga
2. Biaya administrasi bank
3. Kerugian penjualan aset tetap
4. Kcrugian penurunan nilai kurs
5. Biaya non operasionallainnya
Jumlab

m. PE1'IGELUARAl'I I1'lVESTASI

1. Pembelian surat berharga
2. Pengeluaran pembelian tanab
3. Pengeluaran pembelian gedung
4. Pengeluaran untuk peraiatan dan mesin
5. Pcngeluaran untuk sarana fisik lainnya
JumJah

IV. PE1'IGELUARAl'I PEl'fDAI'IAAI'I/ PEMBIAYAAI'I
1. Pengeluaran pembayaran hutang

1.1. Pembayaran pokok hutang
1.2. Pembavaran bunPH
1.3. Pembayaran administrasi, komisi. provisi, denda

2. Ost .......
JumJah

JUMLAH (I+n+m+1V)
V. AMBAI'IG BATAS YAI'IG DITETAPKAI'I

JUMLAH (I+n+m+IV+V)

Tempat/tanggal/tahun
Mcngesahkan

Pejabat Pengclo1a Keuangan Daerah

Nama
NIP
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DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
BADAN LAYANANUMUM DAERAH DPA.BLUD

SKPD/UNIT KERJA RSUD .....•............ KABUPATEN MAJALENGKA
Anggaran Blaya/Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah Berdasarkan Sumber dan Alokasl Dana

Tahun Anggaran ..... '

No Alokasl Sumber Dana Tahun Anggaran •.•••.••
JumlahBlaya/Pengeluaran Jasa layanan Hlbah Kerjasama APBD APBN LaIn.1a1n

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. B1AYAOPERASIONAL

A. B1AYA PELAYANAN
l. Biaya pegawai
2. Biava bahan
3. Biaya jasa pelayanan
4. Biaya pemeliharaan
5. Biaya barane: clanjasa
6. Biaya depresiasi
7. Biaya pelayanan lainnya

B. B1AYAUMUlII DAN ADMINISTRASI
l. Biaya pegawai
2. Biaya administrasi kantor
3. Biava pemeliharaan
4. Biaya barang dan jasa.
5. Biaya pramasi
6. Biaya depresiasi
7. Biaya umum dan administfasi lainnya

I Diisi Tahun Anggaran berkenaan.



II. BIAYA NON OPERASIONAL
1. Biava bunl!9.
2. Biava administrasi bank
3. Kerullian oenurunan niJai kurs
4. Biava non ooerasionallainnva

m PENGELUARAN INVESTASI
1. Pembelian surat berhar2a
2. Pen"eluaran oembelian tanah
3. Pengeluaran oembelian gedung
4. Pengeluaran untuk oeralatan dan mesin
5. Pen"eluaran untuk sarana fisik lainnva

IV PENGELUARAN
PENDANAANjPEMBIAYAAN

1. Pengeluaran oembavaran hutan"
1. J. ookok
1.2. bunga
1.3. administrasi komisi, orovisi denda

2 dst ......
JUMLAH

56

Tempatjtanggal jbulan j tahun
Mengesahkan

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

Nama
NIP
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DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
BADAN LAYANANUMUM DAERAH DPA-BLUD

SKPD/UNIT KERJA RSUD •.••.•••••••KABUPATEN MAJALENGKA
Anggaran Blaya/Pengeluaran Baelan Layanan Umum Daerah

Berdasarkan Jenla Anggaran
Jenla Anggaran Total

No Jenis Blaya/Pengeluaran BeIat\la BeiaDJa Belanja Blaya
Pel!llwai e1anJ ••• Modal

1 2 3 4 5 6
I. BIAYAOPERASIONAL
A. BIAYAPELAYAl'lAl'l
1. Biaya pegawai
2. Biaya bahan
3. Siaya jasa pelayanan
4. Biaya pemeliharaan
5. Biaya barang dan jasa
6. 8iaya depresiasi
7. Biaya pelayanan lainnya

B. BIAYAUMUMDAl'l
ADMINISTRASI

1. Siaya pegawai
2. Biaya administrasi kantor
3. Biaya pemeliharaan
4. Biava baran~ dan iasa.
5. Siaya promosi
6. Biaya dcprcsiasi
7. Biaya umum dan administrasi

lainnya
n. BIAYANONOPERASIONAL
1. Biaya bunga
2. Biaya administrasi bank
3. Kerulrian oeniualan aset tetaD
4. Kerngian penurunan nitai kurs
5. Biaya non operasional lainnya
m PENGELUARAN INVESTASI
1. Pembelian surat berharga
2. Pengeluaran pem belian tanah
3. Pengeluaran pembelian gedung
4. Pengeluaran untuk peralatan

dan mesin

5. PcngeJuaran sarana fisik
IV PENGELUARANPENDAl'lAAl'l/

PEMBIAYAAl'l
1. Pengeluaran pembayaran

hutanll
1.1. ookok ............
1.2. bun~a dan ............
1.3. administrasi. komisi,

provisi, denda ......
2. Dst. .....

JUMLAB

Tempat! tanggal! bulan! tahun
Mengesahkan

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,
Nama
NIP
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DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DPA-BLUDSKPD/UNIT KERJA RSUD •••••••••••••

KABUPATEH MAJALEHGKA
PROYEKSI ARUS KAS

TAHUI'l ••..•.•••

Komponen Jumiah Keterangan(Rpl
I. ARUS KAS DAR! AKTMTAS OPERASIONAL
a Penerimaan dati layanan
b. Penerimaan piulang/tagihan
c. Pengeluaran operasional

ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS
OPERASIONAL

U. ARUS KAS DAR! AKTMTAS INVESTASI
a. Hasil penjualan aset tetap
b. Hasil penjualan aset lain-lain
c. HasH invest.asi
d. PeroIehan aktiva tetap
e. Pembelian investasi

ARUS KAS DARI AKTMTAS INVESTASI

U1. ARUS KAS DAR! AKTMTAS PENDANAAN/
PEMBIAYAAN
a. Tambahan eiruitas
b. Penerimaan hibah
c. Penerimaan APBD
d. Penerimaan APBN
e. Perolehan pinjaman
f. Pembayaran pinjaman

ARUS KAS DARI AKTMTAS PENDANAAN/
PEMBIAYAAN

KENAIKAN (PENURUNANj BERSIH KAS
KAS DAN SETARA KAS AWAL
JUIIlLAJI BALDOKAS

Tempat/tanggal/bulan/ tahun
Mengesahkan

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Nama
NIP
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DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUIIf DAERAH DPA.BLUD

SKPD/UNIT KERJA RSUD ............•..•... '" ......... KABUPATEN MAJALENGKA
PROGRAM :Peningkatan Pelayanan ..............
KEGIATAN : 1. Pelayanan ..•..•.

INDIKATOR TOWKUKUR KINERJA
TARGET
KINERJA

INPUT ••• ••••••••• ••••••••• u ••••••••••••••••• _ •••••••••••••••••• .............
OUTPUT I. Pelayanan ............

2. Keuangan ............
OUTCOME

ANGGARAN BIAYA/PENGELUARAN
JeDis ADggara.o

Total
No Jenla Blaya/Pengeluaran Relauja Belauja lleIaI\ia Blaya

Pegawai Barang dan Jasa Modal

I. BIAYA OPERASIONAL
A BIAYA PELAYANAN

1.Biaya pegawai
a . ...................................
b. dst ..............................

2. Biaya bahan
a . ...................................
b. dst ..............................

3. Biayajasa pelayanan
a . ...................................
b. dst.. ............................

4. Biaya pemeliharaan
a . ...................................
b. dst ..............................

5. Biaya barang dan jasa
a . ...................................
b. dst ..............................

6. Biava denresiasi
a . ...................................
b. dst ..............................

7. Biaya pelayanan lainnya
a . ...................................
b. dst ..............................

Jumlah
B BIAYA UMUIIf DAN

ADMINI8TRASI
1. Biaya pegawai
a . ...................................
b. dst ..............................

2. Biaya administrasi umum

a . ...................................
b. dst ..............................

3. Biaya pemeliharaan
a. ...................................
b. dst ..............................

4. Biaya barang dan jasa
a ...................................
b. dst ..............................



5.l3iaya promosi
a . ...................................

b. dst ..............................
6. Biaya depresiasi
a. ...................................

b. dst.. ............................
7. Biaya umum dan
administrasi lainnya
a . ...................................
b. dst ..............................

Jumlah
II. BIAYA NON OPERASIONAL

1. Biaya bunga
a. ...................................

b. dst.. ............................
2. Biaya administrasi bank
a. ...................................
b. dst.. ............................

3. Bmya kerugian penjualan
asct tetao
a ...................................
b. dst.. ............................

4. Kerugian penurunan nilai
kurs
a . ...................................
b. dst ..............................

5. Non operasional lainnya

a . ...................................
b. dst ..............................

Jumlah
m. PENGELUARAN INVESTASI

1.Pembelian surat berharga
a. •••••••• 40 •••••••••••••••••••••••••

b. dst.. ............................
2. Pengeluaran pembelian
a. ...................................
b. dst.. ............. _..............

3. Pengeluaran pembelian
gedung
:;t • .................... --.- ...........

b. dst ..............................
4. Pengeluaran untuk peralatan
dan mesin

a. ...................................
b. dst ..............................

5. Pengeluaran untuk sarana
flsik 1ainnya
a. ...................................
b. dst.. .._.........................
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Jumlah
... - _ ... - - - -- - -- - - -- --

-

IV PEliGELUARAl'I PEl'IDAl'IAAli/
PEMBIAYAAli
L Pcmbayaran pokok hutang
a . ...................................
b. dst ..............................

2. Pcmbayaran bunga
a ...................................
b. dst ..............................

3. Pembayaran administrasi,
komisi, provisi. denda
a. ...................................
b. dst ..............................

Jwiiiiih
- ...... - ...-

TOTAL
Tcmpat/tanggal/tahun

Mcngcsahkan
Pcjabat Pengclola Kcuangan Dacrah

Nama
NIP



62

DOKUMEN PELAKSA1'IAANA1'IGGARAN
BADA1'ILAYA1'IA1'IUMUMDAERAH DPA-BLUD

SKPD/UNIT KERJA RSUD ••..••••••..••••••••• KABUPATENMAJALENGKA
PROGRAM : Peningkatan Pe1ayanan ..............
KEGIATA1'I : 2. PendukaDg Pelayanan ••.•••.

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET
KINERJA

INPUT 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ' ••
.............

OUTPUT 1. Pelayanan ............

2. Keuangan ............

OUTCOME
A1'IGGARANBIAYA/PENGELUARAN

Jenis Anggaran
Total

No Jenis Biaya/Pengelaaran Belaoja Belaoja Belanja BlayaPegawai Barang dan Jaaa Modal
I. BIAYAOPERASIOfiAL

A BIAYA PELAYA1'IA1'I
1. Biaya pegawai
a ...................................
b. dsL .•..........................

2. Blaya bahan
a. ................................... I

b. dsL .............................
3. Biaya jasa pelayanan
a . ...................................
b. dst ..............................

4. Biaya pemeliharaan
a . ...................................
b. dst ..............................

5. Biaya barang dan jasa
a . ...................................
b. dst ..............................

6. Biava denresiasi
a . ...................................
b. dst ..............................

7. Biaya pelayanan lainnya
a . ...................................
b. dst ..............................

Jnmlah
B B1AYAUMUMDA1'I

ADMlfIlSTRASI
1. Biaya pegawai
a . ...................................
b. dst ..............................

2. Biaya administrasi umum

a. ...................................
b. dst ..............................

3. Biaya pemeliharaan
a . ...................................
b. dst ..............................

4. Biaya barang dan jasa
a. ...................................
b. dst ..............................



5. Biaya promosi
a. ...................................
b. dst.. ............................

6. Biaya depresiasi
a. ...................................
b. dst ..............................

7. Biaya umum dan
administrasi lainnya
a . ...................................

b. dst ..............................
Jum1ah

U. BIAYANON OPERASIONAL
1. Biaya bunga
a. ...................................

b. dst.. ............................
2. Biaya administrasi bank
a. ...................................

b. dst.. ............................
3. Biaya kerugian penjuaJan
aset temp
a. ...................................
b. dst ..............................

4. Kerugian penurunan nilai
kurs
a . ...................................
b. dst ..............................

5. Non operasionallainnya
a. ...................................
b. dst ..............................

Jumlah
m. PENGELUARAN INVESTASI

1.Pembelian surat berharga
a . ...................................
b. dst ..............................

2. Pengeluaran pembelian
a . ...................................
b. dst ..............................

3. Pengeluaran pembelian
gedung

a . ...................................

b. dst. .............................
4. Penge1uaran untuk peralatan
dan mesin
a . ...................................
b. dst ..............................

5. Pengeluaran untuk sarana
fisik lainnya
a . ...................................
b. dst ..............................
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.:Jamlah
IV PENGELUARAN PEIIDANAANI

PEMBIAYAAN
I. Pembayaran pokok hutang

a....................................
b. dst ..............................

2.Pembayaran bunga
a....................................
b. dst.. ........................ :...

3. Pembayaran administJ'asi,
komisi, provisi, denda
a . ...................................
b. dst.. ............................

--- .
.:JumIah

TOTAL
TempatjtanggaJjtahun

Menllesahkan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Nama
NIP

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

8UTRI8NO

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

/'"...•

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGlAN HUKUM

SETDA KABUPATEN MAJALENGKA,

GUN GUN M.D .• 8.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003
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PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
Nomor 13Tahun 2017
Tanggal: 16Agustus 2017
Tentang: PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH DI KABUPATEN
MAJALENGKA.

FORMAT INTEGRASl/KONSOLmASI RENCANA BISmS DAN ANGGARAN
DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH/RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

a. BiayaBLVD

JeDis Belanta daIam APBD
BeJa!lja
Ticlal< BeJa!Ija Langsung Jamlah

1'10 Blays

BeJa!lja BeJa!lja
Belanja BelanjaBarang

Pegawai Pegawai danJasa
Modal

1 2 3 4 5 6 7
I. BIAYA OPERASIONAL

A. BIAYA PELAYARAR
1. Siaya pel(awai 999 999
2. Siava bahan 999 999
3. Siava iasa oclavanan 999 999
4. Siaya oemeliharaan 999 999
5. Biaya barang dan jasa 999 999
6. Siava denresias; 999 999
7. Siaya pelayanan 999 999

lainnva
B. BIAYA UMUM DAR

ADMI1'lISTRA81
I. Biaya pcgawai I 999 999 999
2. Biaya administrasi 999 999

kantor
3. Siava oemeliharaan 999 999
4. Siaya barang dan jasa 999 999
5. Biava oromosi 999 999
6. Siava deDrcsiasi 999 999
7. Siaya umum dan 999 999

administrasi lainnva
D. BIAYANON

. .. . -_..
OPERASIONAL

1. Siaya bun2a 999 999
2. Biaya administrasi 999 999

bank
3. Kerugian pcnjuaJan 999 999

aset tctan
4. Kerugian penurunan 999 999

nilai kurs
5. Bieya non 999 999

OJ)erasiona! lainnya
999 999 - . 999 999TOTALBIAYA

I Untuk belanja PNS.
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b. Pengeluaran Untuk Pembelian Investasi

Jenls Belanla dalam APBD
BelaJ\ia JamlahHo Blayal Pengeluaran Be!aJlja Be1a%lla Belanja

Pegawai Barang ModaldanJasa
1 2 3 4 5 6

PEHGELUARAR
INVESTASI

1. Pembclian surat 999 999
Berhar2a

2. Pengeluaran 999 999
pcmbelian tanah

3. Pcngeluaran 999 999
oembelian 2edun2

4. Pengeluaran untuk 999 999
peralatan dan
mesin

5. Pengeluaran 999 999
sarana fisik lainnya
TOTALBIAYA 999 999

c. Pengeluaran Untuk Pembelian !nvestasi

Jenls Belanla dalam APBD

Blayal Pengelnaran
Belanla Lang"ll~g JumlahHo Be!aJlja =a Be1a%lla

Pegawai dan J";' Modal
1 2 3 4 5 6

PEHGELUARAR
. PENDANAANI
PEMBIAYAAN

1. Pengeluaran
pembayaran
hutanl!
1.1. Pokok. ... 999 999
1.2. Bunl!a dan .... 999 999
1.3. Administrasi.komisi. 999 999orovisi,denda ......

2. OSL ...
TOTALBIAYA

.. 999 .... . .. .999
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d. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

URUSAN PEMERINTAHAN: XXXXX .
ORAGANISASI : XXXXX .

KOD£ REK£NING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

1 2 3 4

" X X X x IX x: ~ PENDAPATAN DAERAH
I\. II. X X x IX !I. 4 1 Pendapatan Asli Daerah

" X X X x IX I\. ~ 1 fI Lain-Lain PAD yang Sah

" X X X X IX " ~ 1 14 14 Pendapatan BLUD

" II. X X X IX !I. 4 1 14 14 1 Pendapatan BLUD ..................
a.Jasalavanan
b. Hibah
c. KeIjasama
d. Lain-lain pendal'atan BLUD yang sah
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e. Belanja Badan Layanan Umum Daerah dalam Peraturan Daerah ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

URUSAN PEMERINTAHAN: xxXxx .
ORAGANISASI : xxxXx .

URAIAN JUMLAH PENJELASANKODE KEUNING IRol
1 2 3 4

X X X X X PROGRAMPENINGKATANPELAYANAN..........
PADA BLUD•••••••••••

X X X X X X Keldatan Pelayanan
X X X X X X 5 1 Belanla Tidak LanDunl!
X X X X X X 5 1 1 Be1anja Pelmwai IPNSI
X X X X X X 5 2 Belanla LanllBUDll
X X X X X X 5 2 1 Belania Pe"awai
X X X X X X 5 2 2 Belania Baran" dan Jasa
X X X X X X 5 2 3 Belania Modal
X X X X X X KeldataD PeD4ukunll PelayanaD
X X X X X X 5 1 Belanla Ti4ak LanDU1Il!
X X X X X X 5 1 1 Be1ania Pee:awai IPNS}
X X X X X X 5 2 Belanla LanllBUDl!
X X X X X X 5 2 1 Be1ania Pelmwai
X X X X X X 5 2 2 Be1anja Baran" dan Jasa
X X X X X X 5 2 3 Belania Modal

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

SUTRISNO

SEKRETARISDAERAH
KABUPATENMAJALENGKA,

---
~~

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALABAGIANHUKUM

SETDA KABUPATENMAJALENGKA,

c:::::::_~
GUN GUN M.D .• S.H•• M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003
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PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
Nomor 13 Tahun 2017
Tanggal: 16 Agusttls 2017
Tentang: PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH DI KABUPATEN
MAJALENGKA.

Tahun Anggamn .
Organisasi

A. Format Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B}
PPK Dana BLUD

SKPD KABUPATEN MAJALENGKA

SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN
PENDAPATAN DAN BELANJA PPK DANA BLUD
Tanggal : Nomor : .

Kepala SKPD Kabupaten Majalengka memohon kepada:
Bendahara Umum Daerah selaku PKKD
Agar mengesahkan dan membukukan pendapatan dan belanja dana BLUD
sejumlah:

1. Saldo Awal Rp .
2. Pendapatan Rp .
3. Belanja Rp .
4. Saldo Akhir Rp .

Unttlk Bulan .
Dasar Pengesahan : Urusan

Program Kegiatan

PENDAPATAN BELANJA
Kode Rekening Jumlah Kode Rekening Jumlah

............................... Rp. ................. ............................... Rp. .................
Jumlah Pendapatan Rp. ................. Jumlah Belanja Rp. .................

. , 20xx

Pemimpin BLUD,

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP .
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B. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Dana BLUD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Nomor : .

1. Nama
2. KodeOrganisasi
3. Nomorj Tanggal DPA-SKPD
4. Kegiatan

Yang bertanda tangan dibawah ini .

Menyatakan bahwa kami bertanggung jawab penuh baik secara formal dan
secara materil atas semua realisasi pendapatan dan belanja yang telah
diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang berhak menerima,
yang dananya bersumber dari Dana yang telah dibayar kepada yang berhak
menerima, yang dananya bersumber dari dana BLUD dan digunakan
langsung oleh FlITPj PPK-SKPD pada bulan........................... tahun
anggaran dengan rindan sebagai berikut:

PENDAPATAN
KodeRekenin Jumlah

Jumlah Penda

BELANJA
KodeRekenin Jumlah

Jumlah Belan'a

Bukti-bukti pendapatan danjatau belanja di atas disimpan sesuai
ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan
pemeriksaan aparat pengawas.

Apabila dikemudian hari terjadi kerugian daerah, kami bersedia
bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud dan dapat
dituntut penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Demikian Surat Pemyataan ini dibuat dengan sebenamya .

.......... , 20=
Bendahara Dana BLUD

.....................................
NIP.

Mengetahui:
Pengguna Anggaranj Kuasa Pengguna Anggaran

.....................................
NIP.
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c. Format Pengesahan Laporan Pendapatan BLUD

PEMERINTAH PRovursI/KABUPATEN/KOTA ••••••••••••••••••
LAPORAN PENDAPATAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH •••••••••••••
TRIWULAN •••••••• TAHUN ••••••••

REALISASI
REALlSASI

REALlSASI

NO URAIAN
ANGGARAN SID TRJWULAN SID LEBIH
DALAMDPA TRJWULAN

INI
TRIWULAN (KDRANG)

LALU INI

l. Jasa Layanan

2. Hibah

3. Hasil KeIjasama

4. APBD

5. APBN

6. Lain-lain
Pendapatan
BLUDyang sab.

JUMLAIl

.................. , 20xx

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan

Daerab,

(tanda tangan)

(nama lengkap)
l\.TTO

I Bagi Pemimpin BLVD berasal dan PNS.

Pemimpin BLUD,

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP !
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D. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pendapatan Dadan Layanan
Umum Daerah

PROVINSI/KABUPATEN IKOT A. 2

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH .

Sehubungan dengan pendapatan BLUD Triwulan Tahun
Anggaran sebesar Rp (........................................................ ),
yang bersumber dari: Jasa Layanan, Hibah. Hasil Kerjasama dan Lain-lain
Pendapatan BLUDyang sah, adalah tanggung jawab kami.

Pendapatan tersebut telah dikelola berdasarkan sistem pengendalian
intern yang memadai dalam kerangka pelaksanaan DPA, dan dibukukan
sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku pada BLUDdan bukti-bukti
penerimaan ada pada karol.

Demikian surat Pernyataan ini dibuat untuk mendapatkan pengesahan
laporan pendapatan BLUD .

. , 20 3

Pemimpin BLUD .

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP 4

2 Thisi nama Prouinsij Kabupaten/ Kota
:.1 Viisi tempat, tanggal, bulan dan tatum sumt pemyataan tanggung jawab dibuat.
4 Diisi Namor Induk Pegawa; (bagi Pemimpin BLUD yang bemsal dari PNS)
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E. Format Pengesahan Laporan Realisasi Blays

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ••••••••••••••• "
LAPORAN REALISASI BIAYA

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH ••••••••••.•••••• 6
TRIWULAN •••••••••.•• TAHUN ••••••••••••

REALISASI REALISASI REALISASI

NO URAIAN DALAllIl SID TRIWtlLAN SID LEBIH

DPA TRIWtlLAN INI TRIWtlLAN (KURANGI
LALU INI

A. BIAYA
1. Biaya Pelayanan

a. Biava oeeawai
b. Biava bahan
C. Biayajasa

layanan
d. Biaya

pemeliharaan
e. Biaya barang

danjasa
f. Biava deoresiasi
g. Biaya pelayanan

lainnya

2. Biaya Umum dan
Administrasi
a. Biaya pegawai
b. Biaya

administmsi
c. Biaya
d. Biaya barang &

iasa
e. Biaya promosi
f. Biaya depresiasi
g. Biaya umum

dan administrasi
lainnva

B.
BIAYANON
OPERASIONAL
a. Biava bun"a
b. Biaya

administrasi
c. Kerugian

penjualan asel
d. Kerugian
penurunan nilai
kurs

e. Biaya non
operasional

JUMLAH
.

5 Diisi Nama Prouinsi/ Kabupaten/Kota
6 Diisi Nama BLUD.
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C. PENGELUARAN JNVESTASI
.

a. Pembelian SUlut
berhama

b. Pengeluaran
nembelian tanah

c. Pengeluaran
oembelian "edun"

d. Pengeluaran untuk
neralatan dan mesin

e. Pengeluaran untuk
sarana !isik lainnva

JlJMLAH
D. PENGELUARAN PENDANAANI

PEMBJAYAAN
a. Pernbayaran pokok

hutan..-
b. Pembayaran bunga

c. Pembayaran
adminislrasi. komisi.
provisi. denda

JlJMLAH

..................•..................... 20....7

Mengesahkan.
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

(tanda tangan)

(nama lengkap)

Pemimpin BLUD.

(tanda tangan)

(nama lengkap)

7 diisi tempat, tanggaI. bulan dan tahun laporan dibuat.
8 diisi Nomor Induk Pegawai (Bagi Pemimpin BLUD berasal dan PNS).
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F. Format Surat Perintah Membayar Pengesahan

PEMERINTAH PRovnrSl/KABUPATEN/KOTA •••••••••••••••9
SURAT PERINTAH MEMBAYAR PENGESAHAN BADAN LAYANAN UMUM

DAERAH ••••••••••••••••• 10
TRIWULAN ••••••••••••TAHUN ••••••••••••

I••• ~~., •• , REALISASI REALISASI REALISASI

NO URAIA1'l DALAM SID TRIWULAN SID LEBnI

DPA TRIWULAN INI TRIWULAN (KURANG)
LALU INI

A. BIAYA
1. Blaya Pe1ayanan

a. Biava nelmwai
b. Biava bahan
c. Biaya jasa

layanan
d. Biaya

pemeliharaan
e. Biaya barang

danjasa
f. Biava denresiasi
g. Biaya pelayanan

lainnya

2. Biaya Umum dan
Admlnlatrasi
a. Biaya pegawai
b. Biaya

administrasi
c. Biaya

pemeliharaan

d. Biaya barang &
iasa

e. Biaya promosi
f. Biaya depresiasi
g. Biaya umum .

dan administrasi
lainnya

B.
BIAYANON
OPERASIONAL
f. Biava bunlm
g. Biaya

administrasi
h. Kerugian

penjualan aset
i. Kerugian

penurunan nilai
Imrs

j. Biaya non
operasional

JlJMLAH

9 .diisi Nama Provinsi/ Kabupaten/ Kota
10 diisi Namn. BLUD.
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C. PEl'IGELUARAN INVESTASI

f. Pembelian surat
berhar!(a

g. Pengeluaran pembelian
tanah

h. Pengeluaran pembelian
gedung

i. Pengeluaran untuk
peralatan dan mesin

j. Pengeluaran untuk
sarana fisik lainnya

JUMLAH
D. PEl'IGELUARAN PEl'IDANAANI

PEMIIlAYAAN

d. Pembayaran pokok
hutang

e. Pembavaran bunga
f. Pembayaran
administrasiJ komisi,

JUMLAH

.................. , 20 11

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NiP .

Pemimpin BLUD,

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP .12

Catatan: Untuk BLVD-Unit Kerja, tembusan SPM Pengesahan disampaikan kepada
kepala SKPD yg bersangkutan untuk diketahui.

J I diisi tempat, tangga~bulan dan tahun laporan dibuat.
12 diisi Nomor Induk Pegawai (Bagi Pemimpin BLUDberasal dati PNS).
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G. Format Surat Pemyataan Tanggung Jawab Blaya Badan Layanan Umum
Daerah

PROVUlSI/KABUPATEN IKOT A.•••••••••••••••••'3
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

BIAYA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH ••••••••••••••

Sehubungan dengan pengeluaran biaya BLUD TtiWUJan
............... Tahun An~aran sebesar Rp .
(........................................................ ), yang berasaJ dari pendapatan:
JasaLayanan, Hibah, HasH KeIjasama dan Lain-lain Pendapatan.yang sah,
adalah tanggung jawab kami.

Pengeluaran biaya tersebut teJah dHaksanakan dan dikelola berdasarkan
sistem pengendalian intern yang memadai dalam kerangka pelaksanaan DPA,
dan dibukukan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berJaku pada BLUD
dan bukti- bukti pengeluaran ada pada karoL

Demikian surat Pernyataan ini clibuat untuk mendapatkan pengesahan
pengeluaran biaya BLUD .

. , 20 14

Pemimpin BLUD .

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP 15

BUPATI MAJALENGKA,

ttd
SEKRETARISDAERAH

KABUPATENMAJALENGKA,
/'2-

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALAHAGIANHUKUM

SETDAKABUPATENMAJALENGKA,

~
GUN GUN M.D•• S.H••M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003

SUTRISNO

..

13 diisi nama Provinsi/ Ka1mpaten/ Kota
J" Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun surat pemyataan tanggung jawab dibuat.
15 rms; Nomor Induk Pegawai (bagi Pemimpin BLUD yang berasal dari PNS)



5. Pendapatan yang diterima di
muka

6. Hutangjangka pendek lainnya
7. OsL .................
Jumlah Kewajlban Jangka
Pendek

B. Kewajiban Jangka Panjang.
1. Pinjaman BLUOkcpada ......
2.................
3. Ost. ...............
Jumlah Kewajlban Jangka
Pa •••

Jumlah Kewaiiban
m.EKUlTAS

1. Ekuitas awal
2. APBO
3. Hibah
4. Donasi
5. Surolus IDefisit) tahun lalu
6. Surplus (Defisit) tahun

beriaJ.an
7. Ost .....................
Jumlah EkultDs

JUMLAH KEWAJIBAN DAN
EKUlTAS

79

••••••••••••••••••••• J tanggal .

Pemimpin BLUO/Pejabat Keuangan BLUOt
Selaku

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

tanda tangan

(nama terang)
NIP .

I Pejabat Kcuangan BLUD sclaku Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran apabila Pemimpin BLUD
bemsal dari Non PNS.
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B. Format Laporan Operaslonal

PEMERINTAH PROV/KAB/KOTA •••••••••••••••
LAPORAN OPERASIONAL

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH ••••••••••••.•
TRIWULAN •••••••
TAHUN ••••••••

ADggaran ReaIIsasI ReaIIsasI ReaIIsasI•. d LeblhlKomponen Dalam TrIwulan TrIwulan 8.d (kuranglDPA LaIu In! TrIwulan inl

1 2 3 4 5 6
A. PENDAPATANBLUD
1. Pcndapatan dan

Jasa Layanan.
2. Hibah
3. HasH Ketjasama
4. APBD
5. APBN
6. Lain-lain

pendapatan BLVD
yangsah

JUMLAH PENDAPATAN
B. BlAYA BLUD
B.1. BlAYAOPERASIONAL

1. Blaya Pelayanan
a. Biaya pegawai
b. Biaya bahan
c. Biaya jasa
pelayanan

d. Biaya
pemeliharaan

e. Biaya barang
danjasa

f. Biaya depresiasi
g. Biaya pelayanan
lainnya

2.Biaya Umum dan
AdmInIstrasl
a. Biava oee:awai
b. Biaya
administrasi

c. Biaya
-peme\iharaan

d. Biaya barang dan
iasa

e. Biava promosi
f. Biaya depresiasi
atau amortisasi

g. Biaya urnum dan
administrasi
lainnya.
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11.2. B1AYANOli OPERASIOIiAL

a Biava bun"a
b. Biaya aclrninistrasi

bank
c. Biaya Non

Operasional
Lainnva

C. SURPLUS (DEFISITj
SIlIIELIJM POS LUAR BIA8A
lA. Bl .8.2) ,
1. Keuntungan luer
biasa

2. Kerugian luar Biasa

. St1RPLUS1 (DEI'lSllj
(C oC,l •. C.2) .

..................... ,tanggal .

Pemimpin BLUD/Pejabat Keuangan BLUD2
Selaku

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

tanda tangan

(nama terang)
NIP .

2 Pejabat Keuangan BLUD selaku Penggutta Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran apabila Pemimpin BLUD
berasa1 dari Non PNS.



C. Format Laporan Arus Kas

82

PEMERINTAH PROV/KAB/KOTA .
LAPORAN ARUS KAS

BADAN LAYANANUMUMDAERAH .
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL .

Reallsasl s.d Reallsael ReaUaael S.d
Uralan

Trlwulan Lalli Trlwulsn Inl TrlWlllan Inl
Keterangan

1 3 4 5 6

A. Arus Kas Dar! Aktlvitas Operasional
1. Penerimaan dari layanan xxx

2. Penerimaan piutang/tagihan xxx

3. Pengeluaran untuk operasional (xxx)

4. Dst .........................

B. Arus Kas Dar! Aktlvitas Investasl
1. Pengeluaran un tuk investasi (xxx)

2. Penerimaan dari penjualan investasi xxx

3. Hasil penjualan aset tetap xxx

4. Hasil penjualan aset lain-lain xxx

5. Hasil investasi xxx

6. Perolehan aset tetap. (xxx)

7. Pembelian investasi. (xxx)

8. Dst .........................
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C. Arus Kas Darl AktIvitaa Pendanaanl Pemblayaan
1. Tambahan ekuitas xxx .
2. Penerimaan hibah xxx

3. Penerimaan APBD xxx

4. Penerimaan APBN xxx

5. Perolehan pinjaman. xxx

6. Pembayaran pinjaman (xxx)

7. Dst .........................
Kenalkan (Penurunanl Berslh Ka8.
Kas dan Setara Ka8 Awal
JUMLAH BALDOKAS

Catatan :
1. A.I, A.2, B.2, B.3 B.4, B.5, C.I, C.2, C.3, C.4, C.5, merupakan penambahan kas (Aros Kas Masuk).
2. A.3, B.1, B.6, B.7, C.6, merupakan pengurangan kas (Aros kas Keluar).

. .............•...•.• , ..............•...•..•...• 20>0<

Pemimpin BLUD/Pejabat Keuangan BLUD3
Selaku Pengguna Anggaran

tanda tangan

(nama terang)
NIP .

3 .Pejabat Keuangan BLUD selaku Penggu.na Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran apabila Pemimpin BLUD berasal dari Non PHS.



84

D. Format PenJe1asancatatan Atas Laporan Keuangan

PENJELASAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

a. Umum
...........................................................................................................................................................................................

b. Kebijakan Akuntansi
........................................................ , .

c. Penjelasan pos-pos laporan keuangan
...........................................................................................................................................................................................

d. Penjelasan Atas Informasi-lnformasi Non Keuangan
...........................................................................................................................................................................................

..................... , 20xx
Pemimpin BLUD/Pejabat Keuangan BLUD4

Selaku Pengguna Anggaran

tanda tangan

(nama terang)
NIP .

4 Pejabat Keuangan BLUD selaku Pengguna Anggaran! Kuasa Pengguna Anggaran apabila Pemimpin &00 berasal daTi Non PNS.



85

E. Format Laporan Reallsasi Anggaran

PEMERINTAH PROV IKAB/KOTA •.••••..•••••••.•
. LAPORAN REALISASI ANGOARAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH •••••.•.••••
TRIWULAN •.•...• TAHUN •.••.•.•.•

URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI ....................... BLUD .

ADgpraD
ReaJlsasI Slsa Proyeksl

s.d
NOIIlor RllkeDlDg Uralan DaIam TrIwuIan

ADggaran6/d TigaBulan KetenuIgan
DPA

In1
TrIwuIanIn! BerlkutDya

, 1 2 3 4 5 6 7
X X X X X X X 4 I PENDAPATAN DAERAH
X X X X X X X 4 1 PendallatDn ABUDaerah
X X X X X X X 4 1 4 Lain.Lain PAD valll! Bah
X X X X X. X X 4 1 4 14 Pends1l9.tan BLUD
X X X X X X X 4 1 4 14 1 PendsoatDn BLUD ••.•.•.••.•.••

a.Jasalavanan
b. Hibah
C. Keriasama

I
d. Lain-lain pendapatan

BLUD yang sah
JUMLAH

X X X X X X Program Peningkatan
Pelayanan •.•...•••. pads
BLUD ••.••.•.•.•••.••..•

X X X X X X X Kelrlatan Pelavanan
X X X X X X X 5 1 Belama fldsk LangsUDI!
X X X X X X X 5 1 1 Belania Peeawai IPNSl

JUMLAH
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\,', . "

I 2 3 4 5 6 7
X X X X X X X 5 2 Belanla La
X X X X X X X 5 2 I Belania PelZB.wai
X X X X X X X 5 2 2 Belanja Baranf( dan Jasa
X X X X X X X 5 2 3 Belanja Modal

JUMLAH
X X X X X X X Kegfatan Pend Pelayanan
X X X X X X X 5 1 Belan,ja Ttclak Langsung
X X X X X X X 5 1 1 Belanja Pef(awai (PNS)
X X X X X X X 5 2 Belal\ia La
X X X X X X X 5 2 1 Belanja PeRQwai
X X X X X X X 5 2 2 Belanja Baranf( dan Jasa
X X X X X X X 5 2 3 Belanja Modal

JUMLAH

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALj:NGKA,

::21~,
Salinan sesuai dengan Aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA.KABUPATEN MAJALENGKA,

.--Jt--- -
GUN GUN M.D., S.H•• M.N.
NIP. 19680327 199603 1 003

..................... , 20xx
Pemimpim BLUD/Pejabat Keuangan BLUDs

Selaku Pengguna Anggaran

tanda tangan

(nama terang)
NIP: .

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

SUTRISNO

, Pejabat Keuangan BLVD selaku Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran apabila Pemimpin BLVD berasaJ daTi Non PHS,
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PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
Nomor
Tanggal
Tentang : PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT

UMUM DAERAH DI KABUPATEN MAJALENGKA.

SKPD : RSUD
Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
SURAT PENGIlSAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

(SPJ BELANJAI
BULAN :

Kab. Majalengka

Uraian SPJ~S SPJUP/GUITU
SisaPaguKode Rekening Jumlah Januari sid sid Janusrl Perlode~I JumlahSPJ

No Anggaran Periodel Perlodelalu Pe~odeI sld~I~lu sld~1 sid ~I.i LS<UP/GUITU Anggaran

1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 11 12

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Menyetujui :
a.n. Bupati Majalengka
Kepala DPKAD

Majalengka,
Bendahara Pengeluaran

BUPAT! MAJALENGKA,

ttd

SUTRISNO

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

..••.•~

AHMAD SODIKIN

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN MAJALENGKA,

GUNGUN M.D.. S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003
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PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
Nomor
Tanggal :
Tentang: PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH Dl KABUPATEN
MAJALENGKA.

A. Format Struktur Anggaran Biaya BLUD

STRUKTURANGGARANDIAYADLUD

DIAYA
I DIAYAOPERASIONAL

A. DIAYAPELAYANAN
1. Dian Pea:awal
1.1. Gaii dan tunian<mn Non PNS
1.2. Tambahan oen.masilan Non PNS
1.3. Lembur
1.4. ...............................• - ...............

2. DlanBahan
2.1. Biava obat
2.2. Biava slkes abis oakai
2.3. Biava bahan dan slat iabomtorium
2.4. Bia"" bahan dan slat radiolo.,.;
2.5. Biava bahan makannasien
2.6. Biava ........................................

3. Dian Jasa Pelavanan
3.1. Biava Jasa oelavanan medis
3.2. Biava iasa oelavanan-oaramedis/non medis
3.3. Biava iasa oelavanan hari mva kanmwan
3.4. Biava Jasa insentif
3.5. Biava iasa nembinanaan
3.6. Biava ........................................

4. Blan oemeUharaan
4.1. Bia"" nemeliharaan dan kalibmsi slat medik
4.2. Biava ........................................

5. Dian Damna: clan Jasa
5.1. Biava oerJen ruang" nasien
5.2. Biava ........................................

6. Blava Pelavanan lain . lain
6.1. Biava oeJayanan lainny:a
6.2. Biava .......................................

D. DIAYAUMUMDANADMINJSTRASI
1. Dian Pea:awal

1.1. Gaii dan tunian=n PNS
1.2. Tambahan nen"hasilan PNS
1.3 . .................................................

2. Dlava Aclministrasl Kantor
2.l. Bimaniava benda nos dan oelllrlr
2.2. BiavaATK
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2.3. Biava cetak dan oen"",mdan
2.4. Biaya pakaian dinas, nakaian kena dan atribut
2.5. Biava makan dan minum kantor
2.6. Biava makanan dan minuman tamu
2.7. Biava oerialanan Dinas
2.8. Biaya ........................................

3. Dlava PemeHharaan
3.l. Biaya oemeliharaan instalsi dan iarin"an
3.2. Biaya oemeliharaan <!edun" dan bamwnan
3.3. Biaya oemeliharaan a1at transnortasi dan komunikasi
3.4. Biaya nemeliharaan teknolo.,; dan transformasi
3.5. Biaya nemeliharaan sarana dan nl-asarana
3.6. Biaya ......................................

4. Biava Baran" dao Jasa
4.l. Biava bahan ,a1at nemeriksaan sanitasi
4.2. Biava bahan nemhersih dan a1at kebersihan
4.3. Biaya bahan bakar
4.4. Biaya <!as daour
4.5. Biaya ias konsultan dan nihak ketiua lainnva
4.6. Biaya lan,,=an Iistrik,air.teleoon dan iinternet
4.7. Biaya pengembangan SDM ( pendidikan formal, pelatihan,

keteramnilan,ke.,;atan ihniah, nenelitian )
4.8. Biava oen"emban<!an 81M dan TI
4.9. Biaya lan""anan medis
4.10. Biaya iasa kebersihan
4.1l. Biava persediaan a1at Iistrik dan elektronik
4.12. Biaya neralatan takadan bahan nustaka
4.13. Biava oustaka
4.14. Biaya ....................................

5. Biava Promosi
5.1. Biaya nemasaran dan oublikasi
5.2. Biaya komunikasi cenat media masa
5.3. Biaya ......................................

6. Biava Umum dan Administrasi lain -lain
6.l. Biava nremi asuransi
6.2. Biaya neriiinan dan 1<,';:"Hsasi
6.3. Biaya keamanan dan ketertiban
6.4. Biava iasa sewa
6.5. Biaya .....................................

II BIAYANONOPERASIONAL
1. .BiavaBongs

l.l. Biavabunpa bank
1.2. Biavabun"a denosito
1.3. Biava....................................

2. Biava Administrasi Bank
2.l. BiavaadministrasiBank
2.2. Biava ....................................

3. BiavaKorntriaao Ponornoan Nilai
3.1. BiavaKeru"ianPenurunanNilai.



90

4. Biaya Non O••••rasionallainnva
4.1. Biava ...................................

III BIAYA PENGELUARAN INVESTASI
1. Biaya Pembelian Tanah

1.1. Biava ...................................

2. Biava Gedun" dan BaD"unaD
2.1. Biava renovasi QedUDQ....................
2.2. Biava oerluasan eedun" ....................

3. Relaoia Peralalan Mesin
3.1. Biava modal ala! kedokteran dan alat kesehatan
3.2. Biaya Modal alat knntor dan rumah tangga
3.3. Biava modal mesin dan alat benQkel

4. Relnola modal saraDa dan flSlk lalnova
4.1. Belania kendaraan dinas, ambulan dan kendaraan laiMya
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PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPMI

TAHUN ANGGARAN .....•..•.....

BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA Potongan-potongan
Supaya menerbitkan SP2D kepada

No. Uraian Jumlah Keteranl!an

BLUD:
1.

Bendahara Pengeluaran/Pihak Ketiga 2.

Nomor Rekening Bank 3.
NPWP

Dasar Pembayaran/No dan Tanggal SPD

Untuk keperluan :

1. Belanja Tidak Langsung No. Uralan Jumlah Keterangan
2. Belanja Langsung 1.
Pembebanan (Mektasi) pada Kode Rekening- 2.
Oblek Belanja . 3.
(Kode Rekening): Rp .......... Jumlah RD......

JumlahS1'M RD............

Jumlah SPP yang diminta Rp ........................ Uang Sejumlah :.....................................
(............................ )

............ , ................
Nomor dan Tanggal SPP: ................ dan ............. Pemimpin BLUD

(taoda taogan)

(Nama Lengkap)
NIP................
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C. Format SP2D
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

TAHUN ANGGARAN .

Pj<;MERINTAHDAERAH KABUPATEN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
MAJALENGKA (SP2D),

NomorSPM : Dari :KUASABUD
Tanggal : Tahun Anggaran :
SKPD :

Bank/Pos :
Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari bank Rekening Nomor
Uang sebesar Rp ................................. (terbHang ................................•........................ j

Kepada :
NPWP :
No. Rekening Bank :
Bank/Pos :
Keperluan Untuk :

NO KODE REKE:NING URAIAN JUMLAH

1 2 3 4

Jumlah
Poton"""-ooton"",, :

No Uraian (No. Rekening) Jumlah (Rp) Keterangan

Jumlah
Informasi : f1Ydak me ; iumlah embauaran SP2DJ

No Uraian (No. Rekening) Jumlah (Rp) Keterangan

1
2
3

Jumlah
SP2D van2 dibavarkan Rn .............................
Jumlah van2 diminta Rp .............................
Jumlah ooton""" RD.............................
Jumlab van2 dibavarkan RD.............................
Uan2 seiumlah :

Lembar 1 : Bank yang ditunjuk
....................... , .................................

an. Bupati Majalengka
Lembar 2 : PPK-BLUD Sekretarls Daerah
Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD Bendaharan Umum Daerah
Lembar 4 : Pihak Ketiga Ka. Bid. Bendahara Umum Daerah

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NiP: ..............

SEKRETARISDAERAH
KABUPATE A~NGKA,

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALABAGIAN HUKUM

SETD=UPA~ENGKA,

GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1003

SUPATI MAJALENGKA,

ttd

SUTRISNO
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